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DAFTAR LAMPIRAN

1 Surat Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember

I1. Surat Konsultasi dari PT Obor Besuki Perdana Jember

111. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 tentang

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

[V Lembaran Tambahan Negara Republik lndoﬁesia No. 2971 Tahun 1971
V. Surat Perjanjian Kontrak Keagenan Liquified Petroleum Gas (Elpit)

antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina
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ABSTRAKSI

Pembangunan nasional bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan masyarakat adil dan
makmur, yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu kekayaan negara
yang memegang peranan penting untuk suksesnya pembangunan. Pertamina
sebagai pengelola tunggal minyak dan gas bumi serta produk lainnya, diberi
wewenang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pertambangan, pengolahan,
penyaluran dan pemasarannya. Untuk penyaluran dan pemasaran salah satu
produknya yaitu Liquified Petroleum Gas (LPG=elpiji), Pertamina melaksanakan
perjanjian dengan pihak swasta dalam bentuk standart kontrak atau kontrak baku,
yang berisi penunjukan PT Obor Besuki Perdana menjadi agen penyalur elpiji di
Kabupaten Jember.

Permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah mengenai bentuk dan
sifat hubungan hukum antara dengan Pertamina dalam pelaksanaan perjanjian
kerjasama penyaluran elpiji serta hak dan kewajiban dari para pihak, kendala
yang dihadapi dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama
penyaluran elpiji, penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan
perjanjian antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina dalam praktek.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
pendekatan yuridis empiris atau disebut dengan penelitian hukum sosiologis.
Hubungan hukum antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina terjadi,
apabila para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dan bersedia melaksanakan isi
perjanjian atau kontrak yang telah mereka tanda tangani bersama. Adanya bentuk
kontrak seperti ini, secara hukum dapat dibenarkan, karena berdasar pasal 1338
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa
“persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya”. Pasal ini mengandung asas kebebasan berkontrak yang berarti

bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, asalkan tidak dilarang

X11
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oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melaksanakan prestasinya
seperti yang telah dijanjikan, maka ia dapat dikatakan telah melakukan
wanprestasi.

Bila terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh PT Obor Besuki Perdana,
maka upaya yang dilakukan oleh Pertamina adalah menerapkan sanksi denda dan
pencabutan ijin sebagai agen atau dengan kata lain yaitu pemutusan perjanjian.
Sebelum menerapkan sanksi, Pertamina terlebih, dahulu memberikan peringatan
kepada PT Obor Besuki Perdana secara tertulis. Mengenal pemutusan perjanjian
keagenan elpiji ini, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengesampingkan
pasal 1266 KUH Perdata, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan sccara sah,
cukup dengan pemberitahuan tertulis oleh Pertamina kepada PT Obor Besuki
Perdana, tanpa menunggu adanya keputusan hakim. Apabila Pertamina yang
melakukan wanprestasi, maka PT Obor Besuki Perdana dapat melakukan Klaim
kepada Pertamina secara Jangsung atau tertulis.

Untuk meningkatkan citra Pertamina, hendaknya pembinaan dan
pengawasan terhadap agen lebih ditingkatkan guna mengantisipasi penyimpangan
yang mungkin timbul dari perjanjian, terutama mengenai tindakan melanggar
hukum dan dalam proses pembuatan perjanjian keagenan di masa yang akan
datang, perlu adanya ketentuan yang jelas agar kedua belah pihak mempunyai

posisi yang seimbang dan saling menguntungkan.

xiil
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang vyang sedang giat-giatnya
melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan pendayagunaan seluruh
potensi yang ada. Minyak dan gas bumi, merupakan salah-satu aset negara dalam
menunjang pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.

Fakta menunjukkan minyak dan gas bumi adalah bahan galian strategls,
dan merupakan sumber pendapatan utama negara kita. Kebutuhan akan minyak
dan gas bumi telah menjadi suatu masalah yang rumit dan multi kompleks
sifatnya, karcna mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara
sehingga hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak,
sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No.8 Tahun 1971.

Pertamina sebagai pengelola minyak dan g;as bumi sebagaimana tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi Negara, dituntut untuk dapat memperlancar roda
pembangunan yang sedang digalakkan. Pertamina dalam hal ini tidak dapat
bekerja sendiri, karenanya dibutuhkan mitra kerja dari berbagai pihak, baik itu
dalam hal pengelolaan maupun penyaluran minyak dan gas bumi ke seluruh
pelosok tanah air. Kerjasama tersebut, dapat berupa perjanjian dengan segala
bentuknya, seperti halnya perjanjian kerjasama keagenan Liquified Petroleum Gas
antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina.

Perkembangan yang ada sekarang ini, di dalam perjanjian kerjasama
diletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara keduanya, dengan
demikian kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja telah terikat
pada apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian kerjasama, maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Sebelum melakukan hubungan kerjasama, terlebih dahulu diadakan suatu
perjanjian kerja, baik dalam bentuk lisan ataupun dibuat secara formal, yaitu
dibuat dalam bentuk tertulis. Semua upaya tersebut dibuat dengan maksud sebagal
perlindungan dan kepastian akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.
Hubungan kerja sebagai realisasi dari perjanjian kerjasama, menunjukkan
kedudukan masing-masing pihak yang pada dasarnya akan menggambarkan hak-
hak dan kewajiban secara timbal balik.

Sebagaimana diketahui, dalam Buku 111 KUH Perdata yang mengatur
tentang perikatan, menganut asas terbuka, maka dalam membuat aturan perjanjian
yang menyangkut kebendaan, diperbolehkan merhuat aturan lain diluar ketentuan
Undang-undang.

Ketika membuat perjanjian, masing-masing pihak harus memenuhi
ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

9]

. Kecakapan untuk membuat perikatan

_ Suatu hal tertentu

(]

=

_ Suatu sebab yang halal

Jika yang membuat perjanjian suatu badan hukum, maka badan hukum
tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum, seperti yang dikemukakan
Ranupandojo (1980:3) adalah sebagai berikut :

| Adanya suatu kekayaan yang terpisah

(8

~ Mempunyai tujuan tertentu

3. Mempunyai kepentingan sendiri

4. Adanya organisasi

Setelah syarat sebagaimana tersebut di atas dipenuhi, barulah badan hukum
tersebut bisa disebut sebagai subyek hukum yang memenuhi syarat sebagal
pendukung hak dan kewajiban. Untuk selanjutnya, badan hukum tersebut bisa
melakukan hubungan hukum, yaitu hubungan hukum yang antara lain bisa dengan

membuat suatu perjanjian.
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Apabila keempat syarat untuk sahnya -perjanjian itu sudah dipenuhi,
maka perjanjian tersebut mengikat para pihak, seperti yang dimaksudkan dalam
pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku
dengan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak
dapat ditarik kembali, selain karena adanya kesepakatan antara kedua belah
pihak, juga karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan untuk itu.
Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik, dalam arti bahwa antar para
pihak yang terikat perjanjian itu, harus mempunyai kemampuan yang baik dalam
melaksanakan perjanjian itu, sesuai dengan isi dari perjanjian itu.

Adanya azas dalam KUH Perdata yang ménganut sistem terbuka atau azas
kebebasan berkontrak, memberikan kebebasan bagi para pihak dalam menentukan
isi dari perjanjian itu. Azas terbuka memberikan suatu pernyataan, bahwa kita
diperbolechkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita
sebagaimana mengikatnya Undang-Undang. Pembatasan terhadap kebebasan 1tu
hanya berupa apa yang dinamakan “ketertiban dan kesusilaan umum”. (Subekti
1990:13)

Walaupun di dalam perjanjian kerja menganut azas kebebasan berkontrak,
tetapi dalam pelaksanaannya harus tetap memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini disebabkan karena antara para
pihak yang mengadakan perjanjian kerja ada perbedaan-perbedaan tertentu, baik
mengenai kondisi, kedudukan dan berbagai hal antara mereka yang membuat
perjanjian itu.

Apabila ternyata diperhitungkan dikemudian hari terdapat risiko dan
penyimpangan dari isi perjanjian, maka agar tidak terjadi perselisihan perlu pula
di dalam perjanjian itu dicantumkan sanksi yang akan diterima oleh para pihak
dalam perjanjian itu, apabila mereka tidak melaksanakan isi perjanjian
sebagaimana yang telah disepakati oleh mereka.

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis itu, akan mempermudah
dalam menyelesaikan perselisihan, apabila dikemudian hari diketahui terdapat

penyimpangan terhadap isi perjanjian. Selain itu, perjanjian dalam bentuk tertulis
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itu dapat digunakan sebagai bukti otentik bagi mereka yang terikat dalam
perjanjian itu. Jadi, apabila ada pihak yang wanprestasi, pihak yang lain dapat
memberikan bukti dan sanksi sesuai dengan isi perjanjian. Berkaitan dengan hal
tersebut di atas, maka saya mencoba untuk membahas hal tersebut dalam bentuk
skripsi vang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Penyaluran
Elpiji antara PT Obor Besuki Perdana Sebagai Agen Penyalur dan Pemasaran Elpiji

dengan Pertamina”.

1.2 Ruang Lingkup
Berdasarkan fakta seperti di atas yang menyangkut masalah perjanjian
kerjasama dalam penyaluran elpiji antara PT Obor Besuki Perdana dengan
Pertamina di Kabupaten Jember, ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini
berkisar tentang:
o Hubungan hukum antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina
o Kendala vang dihadapi dalam membuat dan melaksanakan perjanjian
kerjasama
e Penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama
keagenan Liquified Petroleum Gas antara PT Obor Besuki Perdana dengan
Pertamina.
Pembatasan ini perlu agar pembahasan tidak terlampau luas sehingga

mengaburkan pokok pembahasan.

1.3 Rumusan Masalah
Agar permasalahan dapat dibahas secara operasional, terarah dan sesuai
sasaran, maka perlu sekali dirumuskan permasalahannya. Permasalahan yang
akan dibahas, dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk, sifat dan hubungan hukum antara PT Obor Besuki Perdana
sebagai Agen penyalur dan pemasaran dengan Pertamina dalam pelaksanaan
perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji serta hak dan kewajiban dari para

pihak,
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L)

N

Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh p:':lra pihak dalam membuat dan

melaksanakan perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji.

. Bagaimana cara penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan

perjanjian kerjasama antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina dalam

praktek.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu

penulisan karya ilmiah. Adapun tujuan penulisan skripsi ini antara lain :

1.4.1 Tujuan Umum

1~J

(U]

Penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yang bersifat umum yaitu :

~ Mempunyai tujuan yang bersifat Akademis yaitu untuk melengkapi persyaratan

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Jember:

 Untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya

di bidang ilmu hukum;

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada kemudian

dituangkan dalam bentuk skripsi.

1.4.2 Tujuan Khusus

2

.LJJ

Penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yang bersifat khusus yaitu :

_ Untuk menganalisis hubungan hukum antara PT Obor Besuki Perdana dengan

Pertamina dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran dan pemasaran
Elpiji serta hak dan kewajiban dari para pihak.

Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam membuat dan
melaksanakan perjanjian kerjasama penyaluran dan pemasaran Elpiji.

Untuk menganalisis cara penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam
pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Obor Besuki Perdana dengan

Pertamina dalam praktek.
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1.5 Metode Penulisan

Suatu karya ilmiah diperlukan metode penulisan yang bertujuan untuk
mencapai hasil yang mendekati kesempurnaan sebagal suatu karya tulis vang
bersifat ilmiah, serta dapat tersusun sccara sistematik, metodik dan memberikan
hasil yang konkrit. Metode penulisan adalah cara-cara yang dilakukan oleh
seseorang dengan mengunakan tehnik dan pendekatan tertentu untuk mencarl

jawaban atas suatu permasalahan. (Soemitro, 1988:9)

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan yang muncul, maka pendekatan
masalah sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Pendekatan masalah
yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris
vang biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologi atau penelitian lapangan.
Dikatakan demikian, disebabkan penelitian ini bertitik tolak dari data primer atau
data dasar vaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber
pertama dengan melalui penelitian lapangan, perolechan data primer dari
penelitian lapangan dapat baik melalui pengamatan dan wawancara. (Waluyo.

1991: 16)

1.5.2 Sumber Data
Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini
ada dua hal, vaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
|. Sumber data primer
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dengan
pengamatan langsung dengan cara mengadakan tanya jawab kepada pimpinan
PT Obor Besuki Perdana sebagai agen Liquified Petroleum Gas (elpiji) yang
berkedudukan di jalan Sultan Agung No. 71 Jember, yang digunakan sebagai

kegiatan lapangan.
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2. Sumber data sekunder _
Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dar
kepustakaan, meliputi literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang erat hubungannya dengan sumber
data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan
untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Didalam hal ini
dipergunakan metode pengumpulam data yaitu:
|. Observasi

Observasi berarti cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan
terhadap berkas atau catatan yang akan dipakai sepanjang/berkaitan langsung
dengan obyek penelitian yang dilakukan.
2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yan;g diarahkan pada suatu masalah
tertentu dan merupakan proses tanya jawab dengan para pihak yang terkait,
pejabat di kantor PT Obor Besuki Perdana. (Kartono, 1976: 242)
3. Studi literatur

Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari
literatur dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku yang berkaitan

dengan perjanjian kerjasama serta berhubungan dengan minyak dan gas bumi.

1.5.4 Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskrptif yaitu
data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu
gambaran tentang suatu hal di daerah tertentu yang pada saat tertenty,
menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa (Waluyo, 1996: 8).
Kualitatif vaitu apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka

vang dapat dilakukan dengan pengukuran. Analisis diskriptif kualitatif adalah
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analisis terhadap data yang terkumpul berupa gambaran suatu permasalahan yang
tidak berdasarkan angka, melainkan berdasarkan atas peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas

(Waluyo, 1996: 77).
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BAB I1
FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak
dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi untuk umum dalam negeri.
Pertamina sebagai perusahaan yang strategis, harus mampu mengantisipasi setiap
perubahan tuntutan masyarakat akan semakin tingginya kebutuhan bahan bakar
selain minyak dalam hal ini elpiji, oleh sebab itu Pertamina harus memberikan
pelayanan terhadap penyediaan elpiji bagi masyarakat. Pertamina harus berusaha
menyediakan sarana dan prasarana dan mutu pelayanan sebaik mungkin dengan
harga yang relatif bisa dij angkau oleh masyarakat.

Untuk memenuhi semua tuntutan itu, maka Pertamina bekerjasama
dengan pihak swasta sebagai mitra kerja yaitu dengan PT Obor Besuki Perdana
yang berkedudukan di jalan Sultan Agung No. 71 Jember. Bentuk kerjasama
dengan pihak swasta sebagai mitra kerja, merupakan jalan keluar yang paling
tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, karena diperkirakan
bentuk kerjasama tersebut akan semakin dibutuhkan di masa yang akan datang.
Bagi pihak swasta, melalui kerjasama tersebut akan diperoleh keuntungan dan
kedudukannya sebagai agen, sehingga dapat dikatakan proses kerjasama tersebut
cukup cerah.

Pelaksanaan penyaluran atau pemasaran elpiji lewat agen tersebut,
memerlukan sarana dan prasarana guna lancarnya penyaluran atau pemasaran
elpiji tersebut. Disamping itu, perjanjian antara Pertamina dengan PT Obor
Besuki Perdana yang berkedudukan di Jalan Sultan Agung No. 71 Jember harus
memuat beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pertamina dan harus
disetujui oleh PT Obor Besuki Perdana selaku agen penyalur atau pemasaran
Liquified Petroleum Gas (elpiji) di Kabupaten Jember.

Di dalam perjanjian sebagai agen penyalur atau pemasaran elpiji, ada

beberapa hal yang mendasari terselenggaranya perjanjian kerjasama antara
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Pertamina Surabaya dengan PT Obor Besuki Perdana sedangkan status dar
Pertamina Jember adalah sebagai Wira Penjualan Bahan Bakar Minyak/Retail
Rayon V dan Pembantu Pertamina Surabaya yang bertugas mengawasi dan

memeriksa serta membina para distributor atau agen yang berkedudukan di

Kabupaten Jember. (Wawancara dengan Bapak Benny Satrya selaku Komisaris

PT Obor Besuki Perdana pada tanggal 30 Agustus 2001 di PT Obor Besuki

Perdana JI Sultan Agung No. 71 Jember) Béberapa hal yang mendasari

terselenggaranya perjanjian kerjasama tersebut antara lain:

4 Bahwa Pertamina dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh pemerintah yang
dalam pelaksanaannya Pertamina adalah perusahaan milik negara yang
ditugaskan untuk menyelenggarakan pengusahaan pertambangan minyak dan
gas bumi untuk umum di dalam negeri.

b. Bahwa semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan elpiji perlu segera
diatasi dengan memanfaatkan pihak swasta sebagai mitra kerja dalam
pembangunan dan penyelenggaran agen elpiji dengan kerjasama yang saling
menguntungkan.

¢. Bahwa penyelenggaraan kerjasama tersebut didasarkan pada kesepakatan
antara kedua belah pihak yaitu pertamina dengan mitra kerjanya yang
dituangkan dalam suatu perjanjian. (Lihat lampiran 11l UU Republik Indonesia
No. 8 tahun 1971)

Untuk menjadi agen penyalur atau pemasaran diperlukan beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi dan harus disetujui oleh agen elpiji (PT Obor
Besuki) yang tertulis dalam perjanjian No: 30 /. F5000 / LPG / 2001. (Lihat
lampiran 1V). Adanya beberapa persyaratan tersebut, maka pihak penyelenggara
harus tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai prosedur dan syarat-syaral
sebagai agen penyalur atau pemasaran elpiji tersebut, yang telah ditentukan oleh
pihak Pertamina. Apabila semua persyaratan yang telah ditentukan tersebut telah
dipenuhi dan sesuai dengan prosedur yang ada, maka langkah selanjutnya, calon
agen elpiji membuat surat permohonan rekomendasi yang ditujukan ke Pertamina

Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri V Surabaya, beserta lampirannya
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untuk mendapat ijin. Pertamina akan meneliti dan memberi jawaban, apabila
permohonan tersebut disetujui, maka mitra kerja swasta akan mendapatkan
pemberitahuan dan panggilan dari Pertamina guna menandatangani kontrak
perjanjian kerjasama tersebut. (Wawancara dengan Bapak Benny Satrya selaku
Komisaris PT Obor Besuki Perdana pada tanggal 30 Agustus 2001 di PT Obor
Besuki Perdana J1 Sultan Agung No. 71 Jember)

2.2 Dasar Hukum
Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari perjanjian kerjasama
penyaluran atau pemasaran elpiji, maka dasar hukum yang digunakan sebagai
landasan yuridis, antara lain:
|. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya:
a. Pasal 1233
Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian dan Undang-Undang
b. Pasal 1266
Syarat 'batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan
vang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi
kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi
hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim. Permintaan ini
juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya
kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. J ika syarat batal tidak dinyatakan
dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas
permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga
memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari
satu bulan.
¢. Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
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d. Pasal 1320
Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

|. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

[BS)

. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

(%]

. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

¢. Pasal 1338
Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang
bagi mereka yang membuatnya.

f. Pasal 1618
Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih
mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan
maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina.

(e

_ Surat keputusan Dirut Pertamina No. Kpts-139 / C0000 / 99-80 tanggal 2
September 1999 tentang pemberian sanksi.
4 Instruksi Dirut Pertamina No. Inst-1006 / C000 / 99-80 tanggal 13 Oktober

1999 perihal Upaya penekanan inefesiensi dalam kegiatan perusahaan.

Uh

" Memorandum Dirut Pertamina No : 033 / C000 / 2000-SO tanggal 25 Januari
2000 perihal peningkatan pengendalian dan tanggung jawab Agen.

6. Perjanjian kerjasama antara Pertamina dengan PT Obor Besuki Perdana

Nomor: 30 / FS000 / LPG /2001 tentang agen peﬁyaluran atau pemasaran elpiji

di Jember.

2.3 Kerangka Teoritik
2.3.1 Pengertian Perjanjian pada Umumnya

Secara etimologis, perikatan adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda
“Verbintenis”, Istilah perikatan lebih umum dipakai dalam literatur hukum
Indonesia, meskipun ada pula yang menterjemahkan dengan perjanjian atau

persetujuan.
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Perihal perikatan diatur dalam Buku ITI KUH Perdata. Perkataan perikatan
(Verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab
dalam Buku 11l KUH Perdata tersebut diakui juga perihal perikatan yang sama
sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian atau persetujuan, yaitu perikatan
vang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan
persetujuan, tetapi sebagian besar ditujukan pada perikatan yang timbul dari
perjanjian. (Subekti, 1983:122)

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seorang berjanji kepada
seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut
yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua
orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian
perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau
ditulis.

Hubungan antara perikatan dan per_ian_iién adalah bahwa perjanjian itu
menerbitkan perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena
kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Jadi perjanjian itu
merupakan sumber perikatan yang terpenting. Perikatan itu berisikan perjanjian
dan masih merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah
suatu peristiwa hukum yang konkrit. (Subekti, 1983:122)

Perjanjian pada umumnya diatur dalam Buku 111 KUH Perdata, titel 11
sedangkan dalam titel V sampai dengan titel XVIIl dimuat ketentuan mengenai
perjanjian yang khusus. Meskipun demikian, dengan sendirinya ketentuan yang
mengatur perikatan pada umumnya ada dalam titel 1 dan titel IV yaitu tentang
hapusnya perikatan tetap berlaku bagi perjanjian.

Definisi perjanjian terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu “suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang lain atau lebih™. Adanya perjanjian, maka menimbulkan suatu hubungan
antara pihak-pihak yang akan mengadakannya, sehingga hubungan tersebut

dinamakan perikatan.
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Menurut Muhammad (1992:78) : “perjdnjian adalah suatu persetujuan
dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan
suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.

Menurut pendapat dari Harahap (1982:1) menyatakan :

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antar
dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk
memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk
memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak yang lain
untuk menunaikan prestasi.

Subekti (1985:1) menyatakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang
berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan suatu hal.

Selanjutnya menurut Prodjodikoro (1993:9), memberikan definisi perjanjian
sebagai berikut: “Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum
mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk
melakukan suatu hal atau tidak untuk melakukan suatu hal, sedang pthak yang
lain dapat menuntut pelaksanaan janji tersebut”.

Perjanjian mengandung suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang
mengadakan perjanjian atau tindakan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan
hubungan hukum dalam perjanjian adalah suatu ikatan antara pihak yang satu
dengan pihak yang lain dimana masing-masing pihak terikat dalam hak dan
kewajiban (Setiawan, 1987:1X).

Perjanjian menganut sistem terbuka artin:ya, bahwa setiap orang boleh
membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak dilarang oleh Undang-Undang, serta
tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sifat terbuka ini
tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata berbunyi bahwa: “Semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka
yang membuatnya”. Subekti (1974:14) menjelaskan mengenai keleluasaan
tersebut sebagai berikut:

Dengan menekankan pada perkataan semua maka pasal tersebut seolah-
olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita
diperbolehkan membuat suatu perjanjian yang berupa dan berisi apa saja


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

wh

atau tentang apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang
membuatnya seperti undang-undang. Dengan perkataan lain, bahwa soal
perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri.
Pasal-pasal dalam hukum perjanjian hanya berlaku apabila kita tidak
mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang kita adakan itu.

Adanya sifat terbuka ini, orang dapat membuat perjanjian apa saja yang
dikehendakinya, baik berdasarkan apa yang telah diatur dalam undang-undang
maupun yang belum ada aturannya.

Meskipun demikian, terhadap kebebasan L.mtuk mengadakan perjanjian itu
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1337 diadakan pembatasan
dari tiga hal yaitu:

a. Tidak dilarang oleh undang-undang
b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
¢. Tidak bertentangan dengan kesusilaan

Pasal 1233 KUH Perdata mengatur tentang sumber perikatan, bahwa tiap-
tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang.
Perikatan yang lahir dari perjanjian, berarti mem'éng dikehendaki dan diinginkan
oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sehingga
perjanjian tersebut berlaku sebagai perikatan hukum dan dua orang atau dua pihak
yang mengadakan perjanjian itu benar-benar terikat pada janji yang mereka
sepakati bersama, sedangkan perikatan yang dilahirkan dari undang-undang
diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan.

Suatu perjanjian akan berlaku sah apabila perjanjian tersebut telah
memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang, sehingga secara hukum
telah dipenuhi. Menurut pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian
adalah:

|. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri

1~

. Kecakapan untuk membuat perjanjian

. Suatu hal tertentu

(¥8]

==

_ Suatu sebab yang halal
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Ad. ] Adanya kata sepakal mereka yang mengikatkan diri.

Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua
subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata
mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang
dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mercka
menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, dalam hal ini pihak yang
membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling
menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan para pihak dengan tidak ada
paksaan, kekeliruan dan penipuan, sedangkan persetujuan tersebut dapat
dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Persetujuan ini sifatnya sudah
mantap tidak dalam keadaan ragu-ragu atau dapat juga dikatakan tidak lagi dalam
keadaan perundingan. Persetujuan kehendak vyang melahirkan kesepakatan
tersebut sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pthak
manapun juga, betul-betul murni atas kemauan dari para pihak. karena jika
perjanjian tersebut mengandung suatu paksaan, kekhilafan atau penipuan maka
perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. (Subekti,
1987:17 )

Ad.2 Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian, harus cakap menurut hukum. Pada
asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap
menurut hukum. Pasal 1330 KUH perdata menyebutkan sebagai orang-orang yang
tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian ialah:

1. orang-orang yang belum dewasa;

2. mereka yang ditaruh dibawah pengampunan,

3. orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan
semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-
perjanjian tersebut.

Menurut KUH Perdata, seorang perempuan bersuami untuk mengadakan

suatu perjanjian memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya
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(pasal 108 KUH Perdata). Akan tetapi oleh Surat Edaran Mahkamah Agumg No.
3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Neger
dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia ternyata bahwa Mahkamah Agung
menganggap pasal 108 dan pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang
istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan
pengadilan tanpa 1zin atau bantuan dari suaminya, dianggap tidak berlaku lagi.
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang
Perkawinan) khususnya pasal 3 dari undang-undang tersebut menerangkan, bahwa
hak dan kedudukan seorang istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan
suami di dalam kehidupan berumah tangga dan dalam pergaulan hidup
masyarakat, dengan demikian, seorang istri dimasukkan dalam golongan orang

vang tidak cakap membuat suatu perjanjian. (Subekti, 1987:18 ).

Ad.3 Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu mengandung makna bahwa sesuatu perjanjian harus
mengenai suatu hal tertentu, artinya apa vang diperjanjikan hak-hak dan
kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan, barang yang
dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. (Subekt,
1987:19 ).

Ad.4 Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal berarti tiada lain dari pada isi perjanjian, dengan
segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu
adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat suatu perjanjian yang
termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh undang-undang dengan sebab yang
halal itu, akan tetapi sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu
perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada asasnya tidak
diperdulikan oleh suatu undang-undang. Hukum pada asasnya tidak menghiraukan

apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seseorang,
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sedangkan yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan
orang-orang dalam masyarakat (Subekti, 1987:20).

Persyaratan kesatu dan kedua dari pasal tersebut, merupakan persyaratan
subyektif. Persyaratan kesatu dan kedua menyangkut tentang hal orang, subyek
perjanjian, bila persyaratan subyektif ini tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian,
maka persyaratan tersebut dapat dibatalkan. Ha‘ll ini mengandung arti, bahwa
untuk batalnya perjanjian harus dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Negeri
yang berwenang, sedangkan persyaratan ketiga dan keempat dalam pasal 1320
KUH Perdata menyangkut tentang hal obyeknya perjanjian, bila persyaratan
obyektif ini tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian itu batal demi
hukum, perjanjian telah batal dengan sendirinya (Meliala, 1985:11).

Disamping syarat-syarat tersebut di atas yang sifatnya mutlak, para pihak
dapat menambah syarat-syarat lainnya sebagai syarat tambahan, asalkan tidak
bertentangan  dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan
sebagaimana disebut dalam pasal 1337 KUH Perdata.

Asas-asas vang digunakan dalam perjanjian antara lain:

I Asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka)

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya macam-macam hak
atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan mengenai hak-hak atas
benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan
kebebasan vang secluas-luasnya kepada maéyarakat untuk mengadakan
perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang
ketertiban umum dan kesusilaan.

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat
perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya
disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi: “Semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”.

Penckanan pada perkataan “Semua”, maka pasal tersebut seolah-olah

berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat, bahwa kita diperbolehkan
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membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan
mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. (Subekti,

1987:14)

~ Asas konsensualitas (kesepakatan)

Ini merupakan asas yang mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat
itu terlahir dengan adanya kesepakatan dari para pihak. Jadi dengan adanya
asas ini, maka perjanjian itu sudah ada atau lahir dengan adanya kata sepakat
dari para pihak yang membuat perjanjian baik itu yang dinyatakan secara lisan
maupun secara tertulis. (Subekti, 1987:15)

Asas kekuatan mengikat

Asas ini terdapat dalam hukum perjanjian yang berarti bahwa suatu asas
yang berhubungan dengan mengikatnya suatu.perjanjian. Asas ini dapat kita
lihat dalam KUH Perdata yang dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat ( 1) yang
berbunyi bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, sehingga apabila salah satu
pihak yang mengadakan perjanjian ada yang tidak melaksanakan isi dari
perjanjian yang mereka buat, maka dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu
pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Mengikatnya
perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak sebagai undang-undang,
dapat diartikan pula bagi siapa saja, selain hakim untuk dapat mencampuri isi
perjanjian. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya kepastian hukum, schingga
hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, supaya tidak
bertentangan dengan rasa keadilan, isi perjanjian tidak bertentangan dengan

ketertiban umum dan kesusilaan. (Subekti, 1992:288)

~ Asas berlakunya suatu perjanjian

Perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak
ada pengaruhnya bagi pihak ketiga, termasuk untuk mendapatkan keuntungan
dari adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-
undang. Asas kepribadian ini diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata, yang

menyatakan bahwa: “tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama
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sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian melainkan untuk dirinya
sendiri”. (Subekti, 1995:338)

Asas itikad baik

S.II

Sebuah asas hukum perjanjian lain, termuat dalam pasal 1338 ayat (3)
yang menyatakan bahwa: “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik™.
Pertama-tama yang harus diperhatikan adalah bahwa pasal ini berbicara
tentang itikad baik pada pelaksanaan suatu perjanjian, jadi sesudah perjanjian
itu ada. Artinya, perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut
Memperhatikan itikad baik pada pelaksanaan perjanjian, tidak lain adalah
menafsirkan perjanjian menurut (ukuran) keadilan/keputusan dan kepantasan.
(Subekti, 1987:16).

Adanya akta perjanjian yang telah disepakati bersama, diharapkan isi
perjanjian tersebut betul-betul dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan
diadakannya perjanjian tersebut tercapai dan prestasi terpenuhi. Namun ada
kalanya suatu perjanjian terhambat pelaksanaannya, hambatan tersebut dikenal
dengan adanya dua kemungkinan, yaitu ingkar janji (Wanprestasi) dan keadaan
memaksa (Overmacht).

1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah bila satu pihak atau para pihak tidak melaksanakan

prestasi atau mengingkari janjinya. Wanprestasi tersebut dapat berwujud:

a. Tidak melaksanakan prestasi atau yang diperjanjikan sama sekali;

b. Melaksanakan prestasi atau apa yang diperjanjikan tapi tidak seperti yang
diperjanjikan;

¢. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;

d Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.(Subekti,
1990:45)

Terhadap wanprestasi bagi pihak yang melakukannya, dapat diancam
beberapa sanksi atau hukuman, berupa pembayaran kerugian yang diderita pihak

lain sebagai akibat dari perbuatannya, pembatalan atau pemecahan perjanjian,
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peralihan risiko dan pembayaran biaya perkara jika terjadi perselisihan yang

diperkarakan di pengadilan.

2. Overmacht

Overmacht disebut juga keadaan memaksa adalah suatu keadaan atau
kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalang
seseorang untuk melaksanakan prestasinya. Jadi, tidak terlaksananya atau
kelambatan dalam pelaksanaan perjanjian sama sekali bukan disebabkan karena
suatu kelalaian. Ta tidak dapat dikatakan salah atau alpa dan kepadanya tidak
dapat dan tidak boleh dijatuhkan sanksi-sanksi yang diancam atas suatu kelalaian.
(Subekti, 1992:55).

Pengaturan mengenai keadaan memaksa ini terdapat dalam pasal 1244 dan
pasal 1245 KUH Perdata, yaitu keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang
tidak terduga, tak disengaja dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada

debitur serta memaksa dalam arti debitur tidak dapat menepati janjinya.

2.3.2 Pengertian Tentang Agen

Kalau diterjemahkan, perkataan agency itu berarti perwakilan, yang dalam
bahasa Belandanya adalah vertegenwoordiging. Menurut Muhammad (1986:278)
agen adalah orang yang diberi kuasa oleh orang lain yang disebut sebagal
prinsipal untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama
prinsipalnya. Biasanya ada perjanjian antara prinsipal dan agen, dan agen dibayar
melalui gaji, komisi atau upah.

Soebagijo (1986:224) menjelaskan, bahwa dalam kegiatan bisnis keagenan
biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum, dimana seseorang atau pihak
agen diberi kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama orang (pihak) prinsipal
untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain. Jadi kriteria utama untuk
dapat dikatakan adanya suatu keagenan adalah ad:anya wewenang yang dipunyai

oleh agen tadi untuk bertindak atas nama prinsipal.
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Menurut Zaman (1996:31) agen adalah suatu perusahaan yang bertindak
atas nama prinsipal karena agen tidak melakukan pembelian dari prinsipal.
Barang-barang tetap menjadi milik prinsipal safnpai diselesaikannya proses
penjualan melalui penyaluran atau penyampaian barang pada pihak konsumen.
sedangkan pendapatan yang diterima adalah atas. hasil dari barang-barang atau
jasa yang dijﬁal kepada konsumen yang berupa komisi dari hasil penjualan.

Pada prinsipnya, pengertian keagenan pada perjanjian kerjasama antara
Pertamina dengan P'T Obor Besuki adalah seperti di atas, tetapi ada hal-hal yang
berbeda pada perjanjian kerjasama tersebut. Hal-hal yang berbeda sepertl yang
tercantum dalam Perjanjian Keagenan Nomor: 30/F5000/1.PG/2001 adalah:

« PT Obor Besuki harus membeli langsung elpiji secara tunai dari Pertamina
atau pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Pertamina.

+ Peralihan hak dan tanggung jawab atas botol, jumlah dan mutu elpiji
diserahkan kepada PT Obor Besuki saat peﬁyerahan di atas truk PT Obor
Besuki di Depot Elpiji milik Pertamina. Setelah elpiji diserahkan, maka segala
resiko kerugian dan sebagainya menjadi beban dan tanggung jawab PT Obor
Besuki atas nama Pertamina.

x Pendapatan yang diterima PT Obor Besuki adalah sistem jasa atau margin vaitu
PT Obor Besuki mendapat margin dari Pertamina sebesar harga jual elpiji ke
konsumen dengan harga jual yang telah ditetapkan Pertamina dikurangi harga

pokok (harga beli ex instalasi / Depot Supply Point) dikurangi PPN.

2.3.3 Kedudukan dan Kewenangan PT Obor Besuki Perdana Sebagai Agen
Penyalur/Pemasaran Elpiji
Keberadaan PT Obor Besuki Perdana sebagai agen penyalur elpiji di
Kabupaten Jember, tidak terlepas karena belum adanya agen penyalur elpiji,
sedangkan kebutuhan masyarakat Jember akan elpiji terus meningkat. Selain itu
Pertamina sebagai perusahaan negara yang ditunjuk oleh pemerintah sebagal

pengelola dan pelaksana tunggal pertambangan minyak dan gas bumi, serta
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penyaluran hasil-hasilnya ke seluruh pelosok tanah air, belum dapat memenuhi
permintaan masyarakat Jember akan elpiji.

Kenyataan tersebut di atas, menunjukkan pentingnya PT Obor Besuki
Perdana yang berkedudukan di Jalan Sultan Agung No. 71 Jember sebagai mitra
kerja Pertamina dalam penyaluran atau pemasaran elpiji di Kabupaten Jember dan
sekitarnya. Penunjukan PT Obor Besuki Perdana sebagai agen penyalur atau
pemasaran elpiji pada tahun 1990, dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian
Keagenan Liquified Petroleum Gas (Elpiji) Nomor : 30 / F5000 / LPG / 2001.
Surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah, pihak setelah
Pertamina yang didirikan berdasar Undang-undang Nomor 8 tahun 1971
melakukan penelitian dan penilaian beberapa tahap untuk mengetahui bonafiditas
PT Obor Besuki Perdana sebagai agen penyalur elpiji.

PT Ohor Besuki Perdana tidak hanya bertindak sebagai agen penyalur atau
pemasaran elpiji saja, melainkan turut membantu pelaksanaan program
pemerintah melalui Pertamina, yaitu mengelola minyak dan gas bumi serta
memasarkan hasil-hasilnya, untuk dimanfaatkan guna melancarkan pembangunan
perekonomian negara yang dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3).

PT Obor Besuki Perdana sebagai agen penyalur atau pemasaran elpiji,
juga mempunyai kewenangan yaitu memasarkan elpiji keseluruh masyarakat
Kabupaten Jember dan sekitarnya serta menyelesikan segala persoalan dengan
konsumen tentang penyelenggaraan penyaluran atau pemasaran selama masalah
tersebut tidak berhubungan langsung dengan Pertamina.

Meskipun demikian, sebagaimana tercantum dalam surat Perjanjian
Keagenan Liquified Petroleum Gas (elpiji) Nomor: 30 / F5000 / LPG / 2001,
pelaksanaan wewenang tersebut tidak boleh mengabaikan kepentingan
masyarakat umum serta mampu menjaga lingkungan alam disekitarnya, sesual
dengan pedoman pedoman yang ditentukan oleh_Pertamina, serta harus mampu
menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat. Apabila Vterjadi kesalahan

pelayanan, maka PT Obor Besuki Perdana harus memberikan ganti rugi yang
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layak atau sesuai dengan kerugian yang diderita. (Wawancara dengan Bapak
Benny Satrya selaku Komisaris PT Obor Besuki Perdana pada tanggal 30 Agustus
2001 di PT Obor Besuki Perdana J1 Sultan Agung No. 71 Jember)

2.3.4 Bentuk Kerjasama yang Dilakukan PT Obor Besuki Perdana dengan
Pertamina

Minyak dan gas bumi merupakan bahan galian yang strategis dan
merupakan kekayaan Nasional yang terbesar dewasa ini. Kekayaan ini sekali
ditambang dari perut bumi, tidak dapat diperbaharui lagi, oleh karena itu dalam
menetapkan kebijaksanaan serta pelaksanaan kebijaksanaan tersebut, harus
berpedoman pada pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945.

Sudah semestinyalah bahwa kekayaan Nasional yang besar tersebut, harus
dimanfaatkan untuk pembangunan perekonomian negara yang dapat membawa
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya, pertambangan minyak
dan gas bumi harus dilakukan secara ekonomis. Berhubung sangat pentingnya
bahan galian minyak dan gas bumi, baik bagi kesejahteraan rakyat maupun untuk
pertahanan dan keamanan Nasional, maka dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp
Tahun 1960 tentang pengusahaan minyak dan gas bumi serta hasil-hasilnya, hanya
dapat diselenggarakan oleh negara dan pelaksanaan pengusahaannya hanya dapat
dilakukan oleh Perusahaan Negara.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 téhun 1968 (L.embaran Negara
tahun 1968 Nomor 44) tentang penunjukan Pertamina sebagai satu-satunya
Perusahaan Negara untuk melaksanakan semua kegiatan pengusahaan minyak dan
gas bumi serta menyalurkan hasil-hasilnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Agar semua itu dapat terlaksana dengan baik, kerjasama dengan pihak
swasta itu diperlukan, seperti kerjasama antara Pertamina dengan PT Obor Besuki
Perdana dalam penyaluran dan pemasaran elpiji yang dituangkan dalam bentuk
perjanjian Nomor 30 / F5000 / LPG / 2001 yang disepakati oleh para pihak yang

mengadakan perjanjian. Pihak swasta disini adalah PT Obor Besuki Perdana yang


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(e8]
Ln

bertindak sebagai agen penyalur atau pemasaran elpiji di Kabupaten Jember dan
sekitarnya.

Adapun bentuk kerjasama yang dilaksanakan tersebut berdasar pada
Kontrak Bagi Hasil (Contract of Production Sharing), maksudnya adalah seluruh
elpiji adalah milik negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pertamina sebagai
kuasa dari negara dan pihak swasta yang menjalankan pekerjaannya, telah
mengeluarkan seluruh pembiayaan untuk penyaluran elpiji ke masyarakat
(konsumen), pantas jika diberi imbalannya. Namun seperti yang tercantum dalam
perjanjian disebut sebagai jasa atau selisih antara harga beli dengan harga
penjualan (margin) vaitu pihak swasta mendapat margin dari Pertamina sebesar
harga jual elpiji kepada konsumen dikurangi harga pokok (harga beli ex Instalasi /

Depot Supply Point) dan dikurangi PPN. (Lihat lampiran V pasal 5)
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BAB III
PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN ELPLII

3.1 Hubungan Hukum antara PT Obor Besuki Perdana Sebagai Agen
Penyalur dengan Pertamina.
3.1.1 Hubungan Hukum antara PT Obor Besuki Perdana Sebagai Agen

Penyalur dengan Pertamina dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

A. Bentuk Kerjasama

Pertamina ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak
pada bidang pengelolaan dan pelaksana tunggal pengusahaan pertambangan
minyak dan gas bumi, serta penyaluran dan pemasarannya baik di dalam neger!
maupun luar negeri. Hal penting yang menyangkut eksistensi dari suatu kegiatan
Pertamina, adalah membangun dan mengusahakan sebesar-besarnya untuk
kepentingan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya, guna mempertinggl
kelancaran kehidupan masyarakat yaitu untuk menunjang terlaksananya
pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pertamina berupaya
meningkatkan penyaluran dan pemasaran minyak dan gas bumi beserta produk-
produk lainnya keseluruh pelosok tanah air dengan mempertimbangkan berbagai
hal Antara lain dengan menjalin kerjasama dengﬁn Badan Usaha Milik Swasta
yang dalam hal ini PT Obor Besuki Perdana, sebagai agen penyaluran atau
pemasaran elpiji yang berada di Jalan Sultan Agung No. 71 Jember dalam bentuk
perjanjian kerjasama dengan menunjuk PT Obor Besuki Perdana sebagai agen
penyaluran atau pemasaran elpiji, dalam jangka waktu tertentu sesual dengan
perjanjiannya.

Di dalam perjanjian kerjasama penyaluran atau pemasaran elpiji antara
Pertamina dengan PT Obor Besuki Perdana, diharuskan dengan perjanjian tertulis,
hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesulitan dikemudian hari apabila
kedua belah pihak bersengketa. (Wawancara dengan Bapak Benny Satrya selaku

Komisaris PT Obor Besuki Perdana pada tanggal 30 Agustus 2001 di PT Obor
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Besuki Perdana JI Sultan Agung No. 71 Jember). Adapun pihak-pihak yang
mengadakan perjanjian sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Keagenan
Liquified Petroleum Gas Nomor: 30/F5000/LPG/2001 (lihat lampiran V pasal 1)
itu adalah:
1. Pihak Pertamina yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagal
Pihak Pertama.
2 PT Obor Besuki Perdana dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak
Kedua.

Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, telah dicapai kata sepakat dan
menyatakan saling mengikat diri satu kepada yang lain dalam perjanjian
kerjasama penyaluran dan pemasaran elpiji. Seperti halnya dalam setiap
perjanjian yang dibuat, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya
perjanjian. Demikian pula dengan kerjasama yang dilakukan antara Pertamina
dengan PT Obor Besuki Perdana juga harus memenuhi syarat-syarat tersebut.
syarat-syarat sahnya suatu perjanjian ini, berdasarkan syarat-syarat di atas maka
kerjasama yang diadakan Pertamina dengan PT Obor Besuki Perdana, sah dan
diakui oleh hukum. Hal ini membawa akibat bahwa kerjasama tersebut berlaku
sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.

Untuk efektifitas dan efesiensi, maka bentuk kerjasama antara Pertamina
dengan PT Obor Besuki Perdana menggunakan bentuk kerjasama Kontrak Bagi
Hasil (Contract of Production Sharing), artinya adalah seluruh elpiji adalah milik
negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pertamina, sebagai kuasa dari negara dan
pihak swasta yang menjalankan pekerjaannya telah mengeluarkan seluruh
pembiayaan untuk penyaluran elpiji ke masyarakat (konsumen), pantas jika diberni
imbalannya. Namun seperti yang tercantum dalam perjanjian disebut sebagai jasa
atau margin, yaitu pihak swasta mendapat margin dari Pertamina, sebesar harga
jual elpiji kepada konsumen, dikurangi harga pokok (harga beli ex Instalasi /
Depot Supply Point) dan dikurang PPN. Harga jua] elpiji dari Pertamina kepada

PT Obor Besuki Perdana dan kepada konsumen atau langganan, ditetapkan oleh
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Pertamina dan setiap saat dapat disesuaikan atau dirubah sesual ketetapan
Pertamina.

Penyerahan elpiji oleh Pertamina untuk disalurkan kepada konsumen
harus dibayar secara tunai oleh PT Obor Besuki Perdana dan dilakukan dengan
harga dan syarat-syarat penyerahan yang ditetapkah Pertamina yang berlaku saat
penyerahan. Jumlah atau berat elpiji yang diserahkan Pertamina adalah mutlak
dan tidak dapat disangkal, selanjutnya tanggung jawab atas botol-botol elpipt
diserahkan ke PT Obor Besuki Perdana. Disini PT Obor Besuki Perdana

mendapat jasa angkutan dari depot Pertamina sampai Jember. (Lihat lampiran V)

B. Isi Perjanjian

Penyelenggaraan perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai
subjek hukum, dapat berupa orang atau badan hukum. Subjek hukum dalam
perjanjian kerjasama penunjukan sebagai agen penyalur atau pemasaran elpiji
adalah Pertamina dengan pihak swasta, yakni PT Obor Besuki Perdana. Pertamina
sebagai pthak pertama yang berkedudukan sebagai badan usaha tunggal dan diberi
wewenang untuk mengelola pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi,
serta menyalurkan dan memasarkannya beserta produk-produk lain  yang
dihasilkan di dalam negerl.

PT Obor Besuki Perdana sebagai pihak kgdua yang berkedudukan sebagai
badan usaha milik swasta yang berbentuk badan };ukum dan bekerjasama dengan
Pertamina untuk penunjukan sebagai agen penyalur dan pemasaran elpiji di
Kabupaten Jember, para pihak akan menentukan isi perjanjian. Isi perjanjian pada
dasarnya adalah membuat ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan
oleh para pihak, ketentuan dan syarat tersebut berisi hak dan kewajiban yang
harus mereka patuhi.

[si perjanjian penunjukan sebagai agen penyalur atau pemasaran elpiji
telah ditentukan oleh Pertamina. Perjanjian tersebut, merupakan perjanjian baku
yang konsepnya ditulis dan disusun oleh Pertamina. Perjanjian tersebut memuat

kedudukan Pertamina sebagai pihak pertama serta PT Obor besuki Perdana


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

29

sebagai pihak kedua. Pihak kedua (PT Obor Besuki Perdana) tinggal
menandatangani perjanjian, apabila menyetujui ketentuan dan syarat yang telah
ditentukan oleh Pertamina, apabila tidak menyetujut maka perjanjian tersebut
tidak akan terlaksana dan tidak akan terjadi hubungan diantara mereka.

Ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak telah
digambarkan secara jelas dalam perjanjian, termasuk sanksi dan cara
penyelesaiannya apabila timbul suatu perselisihan dalam perjanjian tersebut. Isi
perjanjian lebih menguntungkan salah satu pihak yaitu Pertamina, karena selain
sebagal pembuat perjanjian juga berkedudukan sebagai hakim hal inm dapat kita
lihat pada surat perjanjian/kontrak kerjasama penunjukan PT Obor Besuki
Perdana sebagai agen penyaluran atau pemasaran elpiji  yaitu Nomor:
30/F5000/LPG/2001 pasal 9 yang menyebutkan: '

Menyimpang dari ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata maka:

|. Pertamina berhak mengakhiri perjanjian dengan memberitahukan secara
tertulis kepada pihak kedua 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal
pengakhiran perjanjian tanpa menunggu adanya keputusan pengadilan
apabila:

a. Menurut pertimbangan Pertamina, PT Obor Besuki Perdana tidak dapat

menepati salah satu atau lebih kewajiban-kewajibannya.

b. PT Obor Besuki Perdana melanggar ketentuan dan peraturan-peraturan

yang telah digariskan oleh Pertamina

¢. PT Obor Besuki Perdana melakukan tindakan yang dapat merugikan

citra dan nama baik Pertamina

d. ljin usaha dan ijin-ijin lainnya sehubungan dengan pemasaran elpiji

dicabut oleh pihak berwenang baik untuk sementara maupun untuk
seterusnya

e. Harta benda PT Obor Besuki Perdana ciisita oleh yang berwenang baik

sebagian atau seluruhnya, sehingga mengganggu kelancaran penyaluran

elpiji ke konsumen
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2. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya karena:

* PT Obor Besuki Perdana mohon keputusan pengadilan untuk menunda

kewajiban melakukan pembayaran |

* PT Obor Besuki Perdana dinyatakan pailit atau terhadapnya diajukan

permohonan dinyatakan dalam keadaan pailit

* Tindakan pemerintah atau hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak

(force majeure) yaitu kejadian alam yang tidak dapat diatasi oleh
manusia (Act of God) seperti; gempa bumi, banjir, kebakaran,
epidemi/wabah, huru-hara, pemogokan masal, perang dan Peraturan
Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan perjanjian
ini. (Lihat lampiran V pasal 9 ayat 2)

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, seperti yang
tercantum dalam Perjanjian Keagenan Liquified Petroleum Gas Nomor: 30 /
5000 / LPG / 2001 pasal (11), pada dasarnya akan diselesaikan secara
musyawarah. Bila dalam musyawarah tersebut belum dapat diatasi, maka
perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dipilih oleh kedua belah pihak
sebagai tempat kediaman umum tidak berubah (domisili), untuk pelaksanaan

Surat Perjanjian dan segala akibatnya.

C. Prosedur Perjanjian Kerjasama

Mengingat pentingnya' bahan minyak dan gas bumi bagi kehidupan
masyarakat dan pembangunan nasional, maka bidang ini harus diselenggarakan
sendiri oleh pemerintah. Melalui Undang-undang Nomor 8 tahun 1971 tentang
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, Pemerintah menunjuk
Pertamina sebagai pengelola tunggal di bidang pertambangan minyak dan gas

bumi serta produk-produk lainnya.

Di dalam bidang mengelola pertambangan minyak dan gas bumi serta
produk-produk lain, Pertamina melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik

Swasta untuk menyalurkan dan memasarkan minyak dan gas bumi serta produk
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lainnya. Di dalam penyelenggaraan penyaluran dan pemasaran elpiji, kedua belah
pihak yaitu Pertamina dengan agen penyalur atau pemasaran elpiji yaitu PT Obor
Besuki Perdana sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Perjanjian yang
dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut, dituangkan dalam suatu akta
perjanjian, akta tersebut dibuat, disetujui dan ditanda tangani oleh masing-masing
pihak yang melakukan perjanjian.

Di dalam akta perjanjian, disebutkan mengenai hari, tanggal, tahun,
lingkup pekerjaan, undang-undang, peraturan dan perijinan, harga dan penyerahan
elpiji, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, jasa/margin, pajak dan biaya
lain-lain serta jangka waktu perjanjian serta tempat dilaksanakannya perjanjian
kerjasama antara Pertamina yang diwakili oleh Pimpinan Unit Pembekalan dan
Pemasaran Dalam Negeri V yang berkedudukan di Surabaya, JI. Jagir 88
berdasarkan surat keputusan Direktur Utama Pertamina No. Kpts P-489 / 10210 /
99-58 tanggal 02-09-1999 dengan Badan Usaha Milik Swasta vaitu PT Obor
Besuki Perdana yang diwakili oleh Direktur yang bersangkutan. (Lihat lampiran
V)

Syarat-syarat menjadi agen penyaluran atau pemasaran elpiji adalah:

1. PT Obor Besuki Perdana mengajukan permohonan sebagai agen penyalur atau

pemasaran elpiji ke Pertamina.

(RS

. Permohonan yang diajukan dilampiri:
a) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk
b) Foto kopi akta pendirian perusahaan atau badan usaha
¢) Foto kopi mendirikan bangunan dan surat ijin mendirikan tempat usaha
d) Foto kopi surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
¢) Surat keterangan nasabah bank atau referensi bank dari bank pemerintah

sesual dengan SK menteri keuangan yang masih berlaku

o

. Mengisi formulir permohonan dari Pertamina
4. Penelitian Pertamina apakah Badan Usaha tersebut layak ditunjuk sebagai
Agen (Screening) dimana penelitian tersebut mengenai:

a) Penelitian biodata pemilik badan usaha
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b) Mempunyai bonafiditas dan memenuhi persyaratan pihak Pertamina serta

kemampuan keahlian dalam bidang pengelolaan elpiji

Syarat-syarat yang ditentukan pihak pertamina antara lain:

Mempunyai karyawan yang cukup dan berpengetahuan cukup dalam hal
menangani elpiji baik secara teknis maypun pengamanan (pengetahuan
tentang elpiji dan tata cara keselamatan kerja).

Mampu menjamin mutu dan takaran elpiji.

Mampu menjamin kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Mampu menyediakan pengangkutan sesuai dengan pedoman-pedoman
keselamatan.

Menyediakan tempat penimbunan botol-botol atau tabung elpiji baik
yang isi maupun yang kosong minimal seluas 400 m’® (20x20m) atau
(10x40m).

Menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan kebutuhan di
tempat penimbunan elpiji tersebut.

Menyediakan gas detector di tempat penimbunan, show room, dan
tempat-tempat lain yang terdapat botol elpiji isi.

(Wawancara dengan Bapak Benny Satrya selaku Komisaris PT Obor
Besuki Perdana pada tanggal 5 Septerﬁber 2001 di PT Obor Besuki
Perdana JI Sultan Agung No. 71 Jember)

5. Test Wawancara dengan pihak Pertamina

Setelah badan usaha sebagai pemohon menjalani hal-hal tersebut di atas,

dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan surat rekomendasi

penunjukan sebagai Agen penyalur atau pemasaran elpiji. Persetujuan atau

penolakan/rekomendasi akan dikirim secara tertulis kepada badan usaha yang

mengajukan permohonan tersebut. Selanjutnya apabila disetujui, maka badan

usaha tersebut harus mengurus ijin dari Pemda setempat, mengenai 1jin timbun,

SIUP, ijin gangguan yang selanjutnya foto kopinya harus dikirimkan ke pihak

Pertamina. (Wawancara dengan Bapak Benny Satrya selaku Komisaris PT Obor
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Besuki Perdana pada tanggal 5 September 2001 di PT Obor Besuki Perdana J
Sultan Agung No. 71 Jember)

D. Jangka Waktu Kerjasama

Di dalam perjanjian yang dibuat oleh Pertamina dengan PT Obor Besuki
Perdana, jangka waktu kerjasama yang disepakati'paling sedikit atau minimal tiga
tahun dan dapat diperpanjang lagi setelah jangka waktu perjanjian habis. Hal ini
sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku vaitu SK.
Memperindag Nomor 77 / Kp / I11 / 78 tanggal 9 Maret 1978 menyebutkan bahwa
penunjukan sebagai agen haruslah dilakukan untuk jangka waktu minimal 3 (tiga)
tahun.

Permohonan ijin perpanjangan kerjasama penunjukan sebagai agen
penyalur dan pemasaran, harus diajukan ke Pertamina selambat-lambatnya satu
bulan sebelum masa berlakunya habis. Segera setelah menerima permohonan i jin
perpanjangan maka pertamina mengadakan penelitian apakah badan usaha
tersebut masih layak atau bonafid untuk ditunjuk sebagai agen penyalur atau
pemasaran elpiji. (Wawancara dengan Bapak Benny Satrya selaku Komisaris PT
Obor Besuki Perdana pada tanggal 5 September 2001 di PT Obor Besuki Perdana
JI Sultan Agung No. 71 Jember)

3.1.2 Hak dan Kewajiban dari Kedua Belah Pihak
Setiap perjanjian yang dibuat pasti mencantumkan hak dan kewajiban bagi

kedua belah pihak, begitu pula Surat Perjanjian Keagenan Liquified Petroleum
Gas Nomor: 30/F5000/LPG/2001 antara PT Obor Besuki Perdana dengan
Pertamina. Hak dan kewajiban dari para pihak itu adalah:
I. Hak dan kewajiban Pertamina yaitu:

a) Pertamina berhak mengawasi dan memberi petunjuk kepada PT Obor

Besuki Perdana, termasuk tata kerja dan adm'inistrasi, yang meliputi:

* Administrasi langganan.
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* Administrasi botol-botol elpiji.
= Data-data statistik dan lainnya.

b) Pertamina atau wakilnya yang ditunjuk setiap waktu berhak memeriksa baik
secara teknis terhadap perlengkapan dan peralatan yang digunakan dan atau
secara administratif untuk kelancaran pelayanan keagenan elpiji.

¢) Pertamina berhak menolak untuk mengisi kembali botol-botol elpiji yang
diserahkan oleh PT Obor Besuki Perdana, apabila menurut pertimbangan
dan penilaian Pertamina botol-botol tersebut dalam keadaan rusak atau
tidak memenuhi syarat untuk diisi elpiji dan atau bukan botol-botol yang
berasal dari Pertamina.

d) Pertamina berhak menjual langsung elpiji kepada industri-industri besar
yang memerlukan dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pertamina.

¢) Pertamina berhak menunjuk atau mengan'gkat agen elpiji lain selain PT
Obor Besuki Perdana di lokasi atau daerah pemasaran PT Obor Besuki
Perdana.

f) Pertamina wajib menyediakan botol-botol elpiji kosong atau baru kepada
PT Obor Besuki Perdana dengan harga langganan yang telah ditetapkan oleh
Pertamina.

Hak dan Kewajiban PT Obor Besuki Perdana yaitu:

a) PT Obor Besuki Perdana berhak meyalurkah atau memasarkan elpiji untuk
lokasi atau daerah Jember dan sekitarnya.

b) PT Obor Besuki Perdana berhak menyaksikan penimbangan elpiji yang
dilakukan oleh Pertamina di Depot Pertamina.

¢) PT Obor Besuki Perdana wajib menjaga dan bertanggung jawab terhadap
keutuhan botol-botol elpiji beserta peralatan atau perlengkapannya yang
diserahkan oleh Pertamina.

d) PT Obor Besuki Perdana wajib menyerahkan botol-botol kosong yang akan
diisi elpiji di Depot Elpiji yang telah ditetapkan Pertamina, dan mengangkut
kembali botol-botol tersebut yang telah diisi elpiji atas beban dan tanggung
jawab PT Obor Besuki Perdana
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¢) PT Obor Besuki Perdana wajib menagih uéng langganan dan bertanggung
Jawab atas pelunasan uang langganan yang dibayarkan oleh para langganan
atas botol-botol elpiji tersebut dari konsumen, sebesar harga langganan vang
telah ditentukan oleh Pertamina.

f) PT Obor Besuki Perdana wajib melaksanakan penyerahan botol-botol isi
elpiji kepada langganan dan mengumpulkan atau mengambil kembali botol-
botol tersebut dengan sebaik-baiknya, dan semua biaya yang timbul menjadi
beban dan tanggung jawab PT Obor Besuki Perdana.

¢) PT Obor Besuki Perdana wajib mempunyai karyawan yang cukup dan
berpengetahuan cukup dalam hal menangani elpiji baik secara teknis
maupun pengamanannya sesual dengan persyaratan Pertamina.

h) PT Obor Besuki Perdana wajib menjaga citra atau nama baik Pertamina.
dengan menjamin pelayanan yang memuaskan dan optimal bagi para
langganan elpiji.

1) PT Obor Besuki Perdana wajib melaksanakan ketentuan yang ditetapkan
Pertamina. |

1) PT Obor Besuki Perdana wajib menjamin mutu dan takaran elpiji.

k) PT Obor Besuki Perdana wajib menyediakan alat-alat pencegah kebakaran
sesuai dengan ketentuan instansi yang berwenang.

I) PT Obor Besuki Perdana wajib mengangkut botol-botol elpiji sesuai dengan
pedoman-pedoman keselamatan yang ditentukan Pertamina.

m) PT Obor Besuki Perdana wajib menyediakan tempat penimbunan botol-botl
ist maupun kosong minimal seluas 400 m> (20x20m) atau (10x40m), sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan Pertamina.

n) PT Obor Besuki Perdana wajib menyediakan alat pemadam kebakaran, baik
alat pemadam kebakaran portable maupun bubuk kimia sesuai dengan
kebutuhan di tempat penimbunan tersebut.

0) PT Obor Besuki Perdana wajib menyediakan Gas Detector di tempat
penimbunan, show room, dan tempat-tempat lain yang terdapat botol elpiji

1Sl
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p) PT Obor Besuki Perdana wajib mempunyai ijin dari
Pemda setempat seperti ijin timbun, SIUP, ijin gangg
q) PT Obor Besuki Perdana wajib memasang tanda-tai
penimbunan botol-botol isi elpiji maupun tempat per
kosong.
r) PT Obor Besuki Perdana wajib membeli langsung elpij. nepada Pertamina

secara tunai.

3.2 Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Membuat dan Melaksanakan
Perjanjian Kerjasama Penyaluran Elpiji

Pengadaan elpiji dengan kualitas mutu serta pelayanan vang baik dan
memadai, sangat dibutuhkan di Kabupaten Jember. Hal tersebut disebabkan
karcna kebutuhan konsumen yang semakin meningkat, terutama masyarakat kelas
menengah dan kelas atas. Kebutuhan akan elpiji tersebut akan terus meningkat
apalagi di masa yang akan datang.

Penyaluran dan pemasaran elpiji mempunyai arti yang sangat penting,
vaitu sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak vyang
keberadaannya semakin lama semakin berkurang. Untuk memenuhi hal tersebut
di atas, tugas Pertamina sebagai badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk
mengelola atau pelaksana tunggal pertambangan minyak dan gas bumi serta
menyalurkan dan memasarkan produk-produk lainnya untuk kepentingan rakyat,
mempunyal tugas untuk menyalurkan elpiji secara merata kepada masyarakat di
seluruh tanah air. Salah satu usaha Pertamina unfuk mewujudkan hal tersebut
adalah dengan bekerjasama dengan badan usaha swasta untuk menyalurkan atau
memasarkan elpiji.

Perjanjian kerjasama antara Pertamina dengan PT Obor Besuki Perdana
yang berkedudukan di JI. Sultan Agung No. 71 Jember yang ditunjuk sebagai agen
penyalur dan pemasaran elpiji di  Kabupaten Jember dan sekitarnya,
membutuhkan alat transportasi dan berbagai sarana penunjang lainnya, seperti

gedung dengan segala perlengkapannya, karyawan atau tenaga pelayanan yang
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ahli dan lain sebagainya berdasar perjanjian-perjanjian vang telah disepakati

bersama. Penyediaan gedung, sarana transporta'éi dan lain sebagainya menjadi

tanggung jawab Agen Penyalur atau pemasaran elpiji (PT Obor Besuki Perdana),
sedangkan Pertamina hanya menyediakan botol-botol elpiji yang harus dibeli oleh
agen serta pengisian elpiji ulang saja. Agen penyalur dan pemasaran (PT Obor

Besuki Perdana) berkedudukan sebagai mitra kerja atau kepanjangan tangan dari

Pertamina, untuk melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan

elpiji di Kabupaten Jember dan sekitarnya.

Untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat tersebut dalam pelaksanaan
penyaluran elpiji, juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi kedua belah pihak.
Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pertamina adalah -

» Kurangnya tenaga pengawas dan pembina di Pertamina, sehingga pembinaan
serta pengawasan terhadap agen dalam melaksanakan penyaluran elpiji kurang
maksimal. .

Kendala-kendala yang dihadapi PT Obor Besuki Perdana adalah:

e Tanggung jawab yang besar kepada konsumen dan Pertamina, karena
kerusakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan elpiji, merupakan hal yang
sering terjadi dan semua risiko ditanggung PT Obor Besuki Perdana. Di dalam
perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak, keduanya sepakat bahwa
Pertamina tidak menanggung risiko kerusakan setelah penyerahan elpiji
dilaksanakan, dengan kata lain apabila elpiji telah diserahkan kepada Agen
penyalur dan pemasaran (PT Obor Besuki Perdana), tanggung jawab
sepenuhnya telah diambil oleh PT Obor Besuki Perdana. Jadi bila terjadi
kerusakan atau kerugian risiko itu ditanggung oleh PT Obor Besuki Perdana.
Keadaan yang demikian mencerminkan bahwa perjanjian kerjasama menjadi
agen penyalur atau pemasaran elpiji tersebut lebih menguntungkan salah satu
pthak vaitu pihak Pertamina, karena Pertamina seolah-olah tidak mau
menanggung resiko kerusakan atau kerugian atas botol-botol elpiji termasuk

pengawasan dan peralatan penunjang lainnya. Pertamina mengambil
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keuntungan dari penjualan botol-botol elpiji yang berhasil dipasarkan oleh
agen, kecuali apabila dapat dibuktikan kesalahan dan kealpaan oleh Pertamina.
Seringkali dalam praktek kita jumpai keluhan-keluhan masyarakat mengenai
berat bersih elpiji yang berkurang, karena habisnya elpiji lebih cepat dari
biasanya, dan sering tidak adanya seal karet pada botol-botol elpiji, sehingga
tidak bisa digunakan. Keadaan tersebut menunjukkan, bahwa masih ada
kemungkinan terjadinya kesalahan dari pihak Pertamina sebagai pengelola
tunggal yang ditunjuk oleh Pemerintah. Apabila menghadapi hal tersebut.
maka diselesaikan menurut peraturan yang berlaku, tetapi dalam prakteknya
risiko ditanggung oleh PT Obor Besuki Perdana.

Pengaduan atau klaim tentang isi bersih elpiji serta tidak adanya scal karet,
sering diabaikan oleh Pertamina. Keadaan tersebut disebabkan karena dalam
perjanjian peralihan hak dan tanggung jawab Pertamina atas botol. jumlah dan
mutu elpiji diserahkan kepada Agen Penyalur pada saat penyerahan di atas truk
Agen di Depot Elpiji Pertamina. Hal ini menyebabkan penyelesaian klaim
tentang isi bersih dan tidak adanya karet seal tidak dapat diselesaikan secara

sempurna.

3.3 Penyelesaian Perselisihan yang terjadi dalam Pelaksanaan Perjanjian

Kerjasama antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina dalam
Praktek
Pelaksanaan suatu perjanjian kerjasama, mungkin timbul masalah-masalah

vang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban dalam

perjanjian kerjasama. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan perjanjian

kerjasama antara Pertamina dengan PT Obor Besuki Perdana.

Adapun cara penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penyaluran dan
pemasaran ¢lpiji adalah sebagai berikut:

I. Bila dalam penyaluran dan pemasaran elpiji- terjadi perselisihan  dengan
konsumen, maka penyelesaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Agen,

dalam hal ini adalah PT Obor Besuki Perdana. Pertamina sebagai badan usaha
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pengelola tunggal, bertanggung jawab sepenuhnya sepanjang menyangkut
penyclenggaraan yang langsung melibatkan Pertamina.

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau
pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini. Pertamina
dan agen yang ditunjuk (PT Obor Besuki  Perdana), sepakat  untuk
menyelesaikan secara musyawarah dan tidak akan mempublikasikan di media
massa. Hal-hal lain yang belum lengkap diatur dalam perjanjian kerjasama
tersebut, akan diselesaikan bersama antara Pertamina dengan agen (1" Obor
Besuki Perdana) melalui perundingan. Keputusan dari perundingan tersebut.
mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan dari
perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama.

Bila dengan cara musyawarah tersebut, belum dapat diatasi atau tidak
menghasilkan kata sepakat tentang tata cara penyelesaian perselisihan. maka
kedua belah pihak sepakat untuk mengatasi perselisihan akan diselesaikan
melalui Pengadilan Negeri di Surabaya, sesuai domisili vang disepakati oleh
kedua belah pihak yaitu pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya.
(Lihat lampiran V pasal 11)

Cara penyelesaian perselisihan yang terjadi antara PT Obor Besukj

Perdana dengan konsumen pada dasarnya diselesaikan dengan cara musyawarah,

Apabila konsumen dirugikan karena kesalahan PT Obor besuki Perdana, maka

akan diberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat berupa penggantian barang

yang baru atau pengembalian uang sebesar kerugian yang diderita konsumen.

(Wawancara dengan Bapak Benny Satrya selaku Komisaris PT Obor Besuki

Perdana pada tanggal 5 September 2001 di PT Obor Besuki Perdana JI Sultan

Agung No. 71 Jember)
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BAB IV e R

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perjanjian

kerjasama antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina tentang keagenan

Liquified Petroleum Gas (Elpiji) tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

I. A. Bentuk Perjanjian Keagenan Liquified Petroleum Gas antara P11 Obor

2

Besuki Perdana dengan Pertamina adalah secara tertulis dan berupa standart

kontrak atau kontrak baku.

_Sifat perjanjian adalah mengikat kedua belah pihak, artinya perjanjian

tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.

. Isi dari perjanjian Keagenan Liquified Petroleum Gas (elpiji) 1alah adanya

hak dan kewajiban dari para pihak yaitu Pertamina dengan PT Obor Besuki

Perdana.

. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pertamina adalah:

e Kurangnya tenaga pengawas dan pembina di Pertamina, sehingga
pembinaan serta pengawasan terhadap agen dalam melaksanakan

penyaluran elpiji kurang maksimal.

. Kendala-kendala yang dihadapi PT Obor Besuki Perdana adalah:

e Tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan penyaluran elpiji di
Kabupaten Jember baik kepada Pertamina dan konsumen.

e Klaim konsumen yang bukan karena kesalahan PT Obor Besuki Perdana
harus menjadi tanggung jawab PT Obor Besuki Perdana.

¢ Klaim kepada Pertamina sering tidak ditanggapi karena dalam perjanjian
peralihan hak dan tanggung jawab Pertamina atas botol, jumlah dan mutu
elpiji diserahkan kepada Agen Penyalur pada saat penyerahan di atas truk

Agen di Depot Elpiji Pertamina. Keadaan tersebut mencerminkan bahwa

40
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perjanjian kerjasama lebih menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak

Pertamina.
Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, seperti yang tercantum
dalam Perjanjian Keagenan Liquified Petroleum Gas Nomor: 30 / F5000 / LPG
/ 2001 pasal (11), pada dasarnya akan disclesaikan secara musyawarah. Bila
dalam musyawarah tersebut belum dapat diatasi maka perselisihan tersebut
akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Surabaya dipilih oleh kedua belah pihak sebagai tempat
kediaman umum tidak berubah (domisili), untuk pelaksanaan Surat Perjanjian

dan segala akibatnya.

4.2 Saran-saran

Saran-saran yang dapat saya berikan dalam skripsi ini, sebagai sumbangan

pemikiran yang mungkin bermanfaat dalam bidang hukum perdata khususnya

bagi Pertamina dan PT Obor Besuki Perdana adalah i

L.

12

(FF]

Menghadapi era globalisasi yang penuh persaingan dimasa mendatang dan
untuk meningkatkan citra Pertamina hendaknya pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan agen elpiji lebih ditingkatkan, guna mengantisipasi
penyimpangan yang mungkin timbul dari perjanjian terutama mengenai
tindakan yang melanggar hukum.

Perlu ditinjau kembali pola proses pembuatan perjanjian kerjasama keagenan
Liquified Petroleum Gas (Elpiji) antara Pertamina dengan mitra kerjanya,
karena pola yang dilakukan sekarang ini dirasakan penempatan posisi agen

penyalur elpiji pada kedudukan yang lemah.

. Perlu dihapuskannya monopoli Pertamina dalam pengelolaan minyak dan gas

bumi, agar muncul perusahaan lain dalam pengelolaan minyak dan gas bumi,
sehingga tercipta persaingan yang sehat. Dengan demikian kepastian hukum
dan kepastian berusaha akan terwujud. Selain itu juga akan tercipta iklim

investasi yang kondusif, sehat, terbuka dan dinamis.
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Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempat-
annja daiam Lembaran-Negara Kepublik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 September 1971.

Presiden Republik Indonesia,

SOEIIARTO
Djenderal T.N L

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 15 September 1971.

Sckretaris Negara Republik Indonesia,

AT.AMSTAH
Letnan Djenderal T.IN.L

LEMBARAN-NEGARA
~ REPUBLIK INDONESIA

No. 76, 1971. MINJAK DAN GAS BUMI NEGARA. PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN. PENDIRIAN. Undang-undang

- Republik Indonesia No. 8 tahun 1971 tentang Perusa-

haan m_nnnuq.:dm:.nun Minjak dan Gas Bumi Negara.

(Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara

No. 2971).

DENGAN RAIIMAT TUHAN JANG MAIIA ESA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa minjak dan gas bumi adalah bahan galian strategis,
baik untuk perckonomian negara maupun untuk kepenting-
an pertahanan dan keamanan Nasional;

h. hahwa berhubung dengan tingkat perkembangan dan kema-
djuan usaha jang telah ditjapai oleh Perusahaan Negara Per-
tambangan Minjak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTA-
MINA) jang didirikan dengan Peraturin Pemerintah Iepu-
blik Indonesia No. 27 tahun 1968 (Lembaran-Negara Fepu-
blik Indonesia tahun 1968 No, 44), maka dipandang perlu un-
tuk memberikan landasan kerdja baru guna meningkatkan
kemampuan dan mendjamin usaha-usaha lebih landjut;

¢. bahwa guna kelantj.ran dan terdjaminnja pelaksanaan peng-
usahaan minjak dan gas bumi setjara ekonomis disatu fihak
dar. agar diperoleh manfazt jang sebesar-besarnja dari peng-
usahaan terscbut untuk rakjat, bangsa dan negara dilain
fihak, maka dianggap perlu untuk mengatur kembali perusa-
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haan milik negara jang ditugaskan untuk menjelenggara-
kan pengusahaan pertambangan minjak dan gas bumi dengan
suatu Undang-undang.

Mengingat:
1. Pasai 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1) dan pasal 33 ajat (2) d
ajat (3) Undang-undang Dasar 1945; e R 14 o
2. Ketetapan Madjelis Perrausjawaralan Rakjat Se ars
No. XXIII/MPRS/1966; i S
3. C...:S:m.czn.uzm No. 44 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara
tahun 1260 No. 133, Tambahan Lembaran-Negara No. 2070) ;
4. q,_.:m....sn._._s@::n No. 11 tahun 1967 (Lembaran-Negara ta-
hun 1967 No, 22, Tambahan Lembaran-Negara No. 2831);

o vum.i 1 Undang-undang Republik Indoncsia No. 9 tahun
.ﬁ:go (T.oembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969
i _‘m“:. Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No.

_ Dengan perseludjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Ro-
jong.
Memutuskan:

Menetzpkan:  Undangaimdang tentang Pernsahaan Pertam-
bangan Minjak dan Gas Bumi Negara.,

BAB I

KETENTUAN UMUM.
Pasal 1.

i1 Dencan tidok menzurangi tugas dan wewenang Depar-
iemen-iepartemen dainm hidangnja masing-masing, maka tata-
a. pengawasan pekerdjaan dan pelaksanaan pengusahaan
roriamhangan minjak dan gas bumi serta pengawasan hasil per-
i angannia dipusatkan pada Departemen jang lapangan tu-
gasnia meliputi pertambangan minjak dan gns bumi,

(2)  Pengawasan termaksnd pada ajat (1) pasal ini melipnti
rongawasan produksi. ponzawasan keselamatan kerdja dan ke-
Znian-weziatan fainngja dalom pertambangan _:::.mr dan gas
Lirni jang menjangkul kepenlingan umum, .
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(3) Tjara pengawasan dan pengaturan keselamatan kerdja
jang ditudjukan untuk keamanan, kesclamatan kerdja dan cffi-
siensi pekerdjaan dari pada pelaksanaan usaha pertambangan
minjak dan gas bumi, diatur dengan Pcraturan Pemerintah.

BAB IL
KETENTUAN PENDIRIAN.
Pasal 2.

(1) Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minjak dan
Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA, sclandjutnja dalam
Undang-undang ini disebut Perusahaan, didirikan suatu perusa-
haan pertambangan minjak dan gas bumi, jang dimiliki Negara
Republik Indonesia. i

(2) Perusahaan termaksud pada ajat (1) pasal ini adalah
badan hukum jang berhak melakukan usaha-usahanja berdascr-
kan Undang-undang ini.

(3) Definisi Ferusahaan Negara jang tertiantum dalam Un-
dang-undang No. 44 Prp. tahun 1960 pasal 1 (Lembaran-Negara
tahun 1960 No. 122, T~mbahan Lembaran-Negara No. 2070) ha-
rus dibatja Perusahaan dalom pergertian Undang-undang ini.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-kefentuan dalam Un-
dang-undang ini terhadap Perusahaan berlaku hukum Indone-
sia.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudulkan dan berkantor pusat di Djakarta.
BAEB I
TUDJUAN DAN LAPANGAN USAHA.
Pasal 5.

Tudijuan Perusahaan adalah membangun dan me'aksanakan
pengusahaan minjak Jan gas bumi dalom arti seluaz-lunsnja un-
tuk sehesar-hesar kemakmuran Rakjat dan Negara serta men-
tjiptakan Iictahanan iVasional.

615


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1971, No. 76 4
Pasal 6.

(1) Perusahaan bergerak dibidang pengusahaan minjak dan
zas bumi jang mecliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan
pengolahan, pengangkutan dan pendjualan.

(2) Dengan persctudjuan Presiden dapat dilakukan perluas-
an bidang-bidang usaha, sepandjang masih ada hubungan de-
ngan penigusahaan minjak dan gas bumi termaksud pada ajat
(1) pasal ini, serta didasarkan pada anggaran perusahaan, ren-
tjuna kerdja tahunan dan rentjana investasi perusahaan.

BAB IV.
MODAL.
Pasal 7.

(1) Modal Perusanaan adalah kckajaan Negara jang dipi-
sahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara sebe-
sar jang ditanam dalam P.N. PIERTAMINA sampai saat pem-
bubarannja, jang djumlahnja tertjantum dalam Neratja Pembu-
kaan jang akan disahkan olch Menteri Keuangan.

(2) Penambahan modal termaksud pada ajat (1) pasal ini,
ditctapkan dengan Undang-undang.

(7) Modal Perusahaan tidak terbagi atas saham-saham.
Pasal 8.

(1) Perusahaan mempunjai tjadangan umum jang dipergu-
akan untulk menutupi kerugian jang mungkin timbul atas mo-.
dal Perusahaan.

(2) Perusahaar membentuk tjadangan tudjuan.

(3) Tjadanzan-tjadangan jang diadakan oleh Perusahaan
dinjatakan dengan djclas dalam pembukuan Perusahaan.
(4} Perusahaan tidak mengadakan tjadangan diam dan tja-
dangan rahasia.
Pasal 9.

(1) Tjara mengurus dan menggunakan tjadangan umum di-
tantukan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Tjara mengurus dana penjusutan dan tjadangan tudju-
s ditentukan olch Dewan Komisaris Pemerintah.
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Pasal 10.

(1) Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana-
dana jang diperlukan untuk mengembangkan usahanja raelalui

pengeluaran obligasi.

(2) Keputusan untuk mengeluarkan obligasi diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB V.
KUASA PERTAMBANGAN.
Pasal 11.

(1) Kepada Perusahaan disediakan seluruh wilajah hukum
pertambangan Indonesia, sepandjang mengenai pertambangan
minjak dan gas bumi.

(2) Kepada Perusahaan diberikan Kuasa Pertambangan
jang batas-batas wilajahnja scrta sjarat-sjaratnja ditetapkan
olch Presiden atas usul Menteri.

Pasal 12.

(1) Perusahaan dapat mengadakan kercdjasama dengan pi
halk lain dalam bentuk ,Kontrak Production Sharing”. )

(2) Sjarat-sjarat kerdjasama termaksud pada ajat (1) pasal
ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Perdjandjian termaksud pada ajat (1) pasal ini mnlai
verlaku setelah disetudjui oleh Presiden.

BAB VI
TUGAS DAN KEWADIJIBAN PERUSAHAAN.
Pasal 13.

Tugas Perusahaan adalah:

a. melaksanakan pengusahaan mini+i dan gas bumi dengan
memperoleh hasil jang schesar-besarnja bagi kemakmuran
Ralkjat dan Negara;

k. menjediakan dan melajani kebutuhan bahan bakar minjak
dan gas bumi untuk dalam negeri jang pelaksanaannja di-

atur dengan Peraturan Pemcrintah.

N7
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Pasal 14,

(1) Dalam meclaksanakan pengusahaan pertambangan mi-
njai dan gas bumi sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang ter-
tjantum dalam Undanz-undang ini Perusahaan wadjib menjetor
kepada Kas Negara, djumlah-djumlah sebagai berikut: .
a. enam puluh persen dari penerimaan bersih usaha (net ope-

rating income) atas hasil operasi Perusahaan sendini;

b. enam prluh persen dari penerimaan bersih usaha (net opera-
ting inzome) ~tas hacil Kontrak Production Sharing sebe-
lura dihagi antara Perusahaan dan Kontraktor;

¢. seluruh hasil jang diperoleh dari Perdjandjian Karya ter-
maksud dalam Undang-undang No. 14 tahun 1963;

d. enam pnluh persen dari penerimaan-penerimaan honus Per-
vsahaan jang diperoleh dari hasil Kontrak Production Sha-
ring.

£2)  Tntulk memndshkan pelaksanaan ajat (1) suba dan b

pasat ini dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan suatu

persentase tertentu dari nilai pendjualan atau suatu diumlah
nurmutan tertentu untuk setiap satuan volume dari seluruh pro-
dulesi. .

(3) Pada setiap achir tahun diadakan penjesuaian agar
diumlah jarg d'setorkan menurut ajat (2) pasal ini sama dengan
dinmnlah jang diperhitungkan menurut ajat (1) sub a dan b pa-
sal ini.

Pasal 15.

Praietoran kepada Kns Negara sebagaimana tertjantum pa-
da a‘at (1) sub a dan b pasal 14 Undang-undang “ni, membe-
i:27an Peruszhaan dan Kontraktor, serta merupakan pemba-
R 1 gy
a. Padjak Perzerran termaksvd dalam Ordonantie Padijak Per-

seraan (Staafshlad 1025 No. 319) sebagaimana telah diubah

“an ditamhah;

h. Turan pasti, iuron cksnlorasi, iuran cksploitasi dan pemba-
irrar-nembaiaran lainnja jang berhubungan dengan pembe-
rian Fnasa Pertambanaan termaksud dalam Undang-urdang
No. 44 Prp. tahun 1960;

¢. Pungutan atas ckspor m'niak dan gas bumi serta hasil-hasil
pcmurnian dan pengolahan;
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d. Bea masuk termaksud dalam Indische Tariefwet 1873
(Staatsblad 1873 No. 35) sebagaimana telah ditambah dan
dirobah dan Padjak Pendjualan atas impor termaksud dalam
Undang-undang No. 19 Drt. tahun 1851 (Lembaran-Negara
tahur 1951 No. 94, Tambahan Lembaran-Negara No. 157)
jo. Undang-undang No. 2 tahun 1968 (Lembaran-Negara ta-
hun 1968 No. 14, Tambahan Lembaran-Negara No. 2847) se-
bagaimana telah dirobah dan ditambah dari pada semua ba-
rang-barang jang dipergunakan daiam operasi Perusahaan,
jang pelaksanaannja akan diatur dengan Peraturan Pemerin-
tah?

e. Iuran Pembangunan Daerah.

BAB VIIL
DEWAN KOMISARIS PEMERINTAH,
Pasal 18.

{1) Dewan Komisaris Pemerintah menctaplkan kebidjaksa-
naan umum Perusahaan, mengawasi nencurusan Perusahaan
dan mengusulkan kepada Pemerintah langkah iang perlu diam-
bil dalam rangka meniempurnakan pengurusan Perusahaan, ter-
masuk susunan Direksi Perusahaan. ,

{2) Dewan Komisaris Pemerintah bertanggung-djawab ke-
pada Presiden.

{3) Dewan Komisaris Pemerintah terdiri atas 3 (tiga) orang
anggota, ja’tu Menteri dalam b'dang pertambangan sebagai Ke-
tua merangkap anggota, Menteri Keuangan sebagai wakil Ketua
merangkan angeota serta Ketua Badan Perentjanaan Femba-
ngunan Nasional sebagai anggota.

(4) Apabila dipandang perhi, Presiden dapat menambah ze-
banjak-baniaknja 2 (dua) orang Menteri dalam bidang lainnja
schagai anggota.

(53) Dewan Komisaris Pemerintah berhak meminta segaia
Ireterangan jang diperlukan kepada Dircksi,

(€) Dewan Komisaris Pemerintah diangkat dan diberhenti-
kan oleh Presiden.

(7) Tata-tertib dan tjara mendialankan tuzas Dewan Womi-
saris Pemerintah diatur dalam suatu peraturan jang ditetap-
kan olehnja.

610
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Pasal 17.

(1) Dewan Komisaris Pemerintah mengadakar. sidang setiap
waktu diperlukan dengan sekurang-kurangnja 1 (satu) kali da-
lam sebulan.

(2) Ieputusan-keputusan Dewan Komisaris Pemerintah di-
ambil alas dasar musjawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal tidak tertjapai kesepakatan pendapat terha-
dap masalah-masalah jang dibitjarakan dalam Dewan Komisa-
ris Pemerintah maka masalahnja diadjukan kepada Presiden
untuk mendapat keputusan lebih landjut. :

Pasal 18.

(1) Untuk memperlantjar tugas administrasi dari Dewan
Kemisaris Pemerintih dibentuk suatu Sekretariat Dewan Komi-
saris Pemerintah jang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan
omisaris Pemerintah.

(2) Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Dewan Komisaris Peme-
rintah.

(3) Untuk memperlantjar pelaksanaan tugasnja Dewan Ko-
misaris Pemerintah dapat menundjuk tenaga-tenaga ahli dan
atau badan jang diperlukannja.

(4) Tiang djasa Anggota Dewan Komisaris Pemerintah dan
Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah diatur dengan Fer-
aturan Pemerintah.

(3) Scgala biaja jang diperlukan Dewan Komisaris Feme-
rintch dalam pelaksanaan tugasnja dibebankan kepada Perusa-

haar.
BAB VIIL
DIREKSI.
"Pasal 19.
(13 Perusahaan dipimpin dan diurus oleh svatu Direksi jang

terdiri dari seorang Dircktur Utama dan sebanjak-banjaknja 5
(lima) orang Dircktur.
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(2) Direksi bertanggung-djawab kcpada Dewan Komisaris
Pemerintah dan Direktur Utama Perusahaan mewakili Dircksi
dalam pertanggungan-djawab tersebut.

(3) Berdasarkan pasal 1 Bab I Undang-undang ini Direksi
bertanggung-djawab kepada Menteri Pertambangan sedjauh
menjangkut segi-segi pengusahaan.

(4) Tata-tertib dan tjara mendjalankan pekerdjaan Dircksi
diatur dalam suatu peraturan jang ditctapkan oleh Dewan Ko-
misaris Pemerintah.

(5) Gadji dan penghasilan lain daripada Anggota Dircksi
ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah sesuai dengan ke-
tentuan-ketentuan jang berlaku.

(6) Keputusan-keputusan Direksi diambil atas dasar musja-
warah untuk mufakat.

(7T) Dalam hal tidak tertjapai kesepakatan pendapat terha- -

" dap miasalah-masalah jang dibitjarakan dalam Direksi, maka ke-

putusan diambil dengan pemungutan suara.
(8) Dalam hal pemungutan suara tidak menghasiikan kepu-
tusan, maka Direktur Utama Perusahaan mengambil keputus-

an.

Pasal 20.
(1) Tugas Direksi adalah:

a. memimpin dan mengurus serta mengendalikan Perusahaan
sesuai dengan tudjuan Perusahaan scbagaimana diatur da-
lam Undang-undang ini;

b. melaksanakan kebidjaksanaan umum dalam mengurus Per-
usahaan jang telah ditentukan olch Dewan Komisaris Peme-
rintah;

c. menjiapkan rentjana kerdja tahunan Perusahaan;

d. menjiapkan anggaran Perusahaan berdasarkan rentjana ker-
dja tahunan Perusahaan;

¢. mengurus dan memelihara kekajaan Perc-ahaan;

f. menjiapkan susunan organisasi Peruszhaan serta anak-anak
dan atau tjabang-tjabanz Perusahaan, dengan memperhati-
lkan ketentuian perundang-undangan jang berlaku;

g. memberikan segala keterangan jang diperlukan Dewan Ko-
misaris Pemerintah dan Departemen Pertambangan;
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Pasal 24.

Peraturan-peraturan tentang tuntutan ganti rugi terhadap
pegawai negeri bukan Bendaharawan berlaku djuga terhadap
Anggota Dircksi dan Pegawai Perusahaan.

BAB IX.
TAHUN BUKU.
Pasal 25.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin, ketjuali djika
ditetapkan lain olch Pemerintah.

BAB X
ANGGARAN PERUSAHAAN.
Pasal 26.

(1)  Selambat-lambainja dalam djangka waktu 3 (tiga) bu-
lan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi diwadjib-
lkan menjampaikan kepada Dewan Komisaris Pemerintah ang-
garan Perusahaan jang disusun sedemikian rupa, sehingga:

a. menggambarkan dengan djelas kegiatan Perusahaan serta
kegiatan anak-anak Perusahaan dan penjertaan-penjertaan-
nja;

b. mentjakup rentjana kerdja kegiatan operasi dan rentjana
investasi Perusahaan;

¢. dalam rangka kerdjasama dengan kontraktor-kontraktor
Rontrak Production Sharing, maka Perusahaan diwadjibkan
untuk mengadjukan anggaran tersendiri mengenai hal ter-
sebut.

(2) Anggaran Perusahaan termaksud pada ajat (1) pasal
tni baru mulai berlaku setelah mendapat persetudjuan Dewan
Komisaris Pemcrintah,

(3)  Apabila sampai permulaan tahun buku Dewan Komisa-
ris Pemerintah tidck mengemukakan keberatannja, maka ang-
garan Perusahaan dan rentjana kerdja Perusahaan berlaku se-
penuhnja.
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(4) Tiap perobahan atas anggaran Perusahaan dan rentja-
na kerdja Perusahaan jang terdjadi dalam tahun buku jang ber-
sangkutan harus mendapat persetudjuan dari Dewan Komisaris

Cemerintah. : P

(5) Setiap 3 (tiga) bulan sekali Direksi menjampaikan la-
poran mengenai pelaksanaan dari pada anggaran Perusahaan
dan laporan kegiatan lainnja kepada Dewan Komisaris Pemerin-
tah dan Departemen Pertambangan.

Pasgal 27.

Untuk hal-hal tersebut dibawah ini Dircksi diwadjibkan me-
minta persetudjuan lebih dahulu dari Dewan Komisaris Peme-
rintah:

a. Tindakan-tindakan jang mengikat kekajaan Perusahaan sc-
bagai djaminan;

b. Melakukan pindjaman jang melebihi sesuatu djumlah jang
akan diletapkan olch Dewan Komisaris ’emerintah;

c¢. Mendirikan anak-anak Perusahaan atau mengadakan penjer-
taan;

d. Mengadakan perdjandjian/kontrak pembelian dan pendjual-
an jang sifat dan besarnja akan ditetapkan oleh Dewan Ko-
misaris Pemerintah.

Pasal 28.

Semua alat liquide pada dasarnja disimpan dalam Bank milik
Negara, telapi untuk kelantjaran djalannja Perusahaan dapat
pula disimpan pada Bank-bank lain dengan persetudjuan Dewan
Komisaris Pemerintah.

BAB XIL
LAPORAN PERHITUNGAN TAJiUNAN.,
Pasal 29.
(1) Seclambat !ambztnja dalam djanglka wakia 6 (enaia) bu-
lan setelah tahun buku berachir Dircksi diwadjibkan menjun-
paikan laporan perhitungan tahunan jang terdiri dari neratja

dan perhitungan laba dan rugi Perusahaan kepada Dewan Ko-
misaris Pemerintah untuk disahian. Perhitungan tahunan jang
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tolah disahkan tersebut disampaikan oleh Direksi kepada Badan

Pemerilksa Keuangan, Menteri dalam bidang Pertambangan dan
Menteri Keuangan, 1.‘ , :

(2) Apabila dalam djangka waktu 3 (tiga) bulan setelah me-
nerima pernitungan tahunan Dewan Komisaris Pemerintah ti-
dalk mengemukakan lkeberatannja, maka perhitungan tahunan
terscbut dianggap telah disahkan. ; =

3) Pengesanan tersebut pada ajag (2) pasai-ini memberi-
kan pembebasan tanggung-djawab kepada Direksi- terhadap se-
ala sesuatu jang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

(4) Dircktorat Akuritan Negara bertugas mengadakan_pe- .

meriksaan (audit) terhadap perhitungan tahunan.
(5) Neratia dan perhitungan laba-rugi .Humammwmmb jang
>tolah d'saikan oleh Dewan Komisaris Pemerintah diumumkan
getjara luas. :
Tjara pengumuman tersebut ditentukan oleh Dewan Komisa-
ris Pemerintah. . o
(6) Penzzunaan dan penctapan laba Perusahaan diatur le-
bin landjut dengan Icraturan Pemerintah.

‘BAB XIL
PEMBUBARAN.

Pasal mo.

(1) Pembubaran Perusahaan dan penundjukkan likwidatur-
nja ditctapkan dengan Undang-undang: °

(2) Semua kckajaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi

andjadi milik negara.

(3} Likwidaturnja hertanggung-djawab kepada Pemerin-
tah atas pelaksanaan likwidasi Perusahaan.

B AB XIOIL
KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 31.

(1) Tada sast mu'ai barlakunja Undang-undang ini Perusa-
haan Nerara Pertambangan Minjak dan Gas Bumi Nasional
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~ tah No. 27 tahun 1968 .(Lembaran-Negara tahun 1968 No. 44)

“dinjatakan bubar dan semua hak, kewadjiban, kckajaan terma-

-+ suk tjadangan-tjadangan, perlengkapan termasuk para pegawai

dan usaha-usaha P.N. PERTAMINA beralih kepada Perusaha-
e -~ B _ N B0

(2) Segala hak dan kewadjiban serta akibat-akibat jang
timbul ‘dari suatu perdjandjian/kKontrak antara P.N. PERTA-
MINA dengan fihak laia beralih'mendjadi hak dan kewadjiban
Perusahaan, : ~ ¥ :

-

% M & Pasal-32. -

(1) Sebelum diangkat Direksi sebagaimana tcrmaksud da-
lam pasal 21 Undang-undang ini, maka Dircksi P.N. PERTA-
MINA jang ada pada saat mulai berlakunja Undang-undang ini
bertindak sebagai Direksi Perusahaan,

(2) Dalam djangka waktu 3 (tiga) buian setelah berlakunja
Undang-undang ini, Pemerintah menetapkan Direksi dan Dewan
IKomisaris Pemerintah, scsuai dengan Ketentuan-ketentuan da-
lam Undang-undang ini.

BAB XIV.
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 33.

(1) Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Undang-undang
ini ditetapkan lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Dengan herlakunja Undang-undang ini, maka Peraturan
Pemerintah No. 27 tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1968
No. 44) dinjatakan tidak berlaku.

Pasal 34.
(1) Undang-vndang ini disebut ,Undang-undang PERTA-

MINA".
(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal di-
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No. 2971. MINJATS DAN GAS RUMI NEGARA. PERRUSATAAN
PRIVTAMPBANGAN. PENDIRTAN. Pendjelasan atas
Undang-undang Republile Indonesia No. 8 tahun 1071
tentane Perusahaan Pertambangan Minjalk dan Gas

Dumi Negara
PENDITLLASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONIESIA
NOMOR 8 TAHUN 1971
. tentang
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINJAK DAN
GAS BUMI NEGARA.

I. PENDJELASAN UMUM.

Minjak dan gas bumi merupakan bahan galian jang straleg's
dan merupakan kcka jaan Nasional jang terbesar dewasa ini.

Kekajaan ini sckali ditambang dari perut bumi tidak dapal di-
perbaharui iagi, karena iiu dalam menctapkan kebidjaksanaan
perminiakan ran pelaksanaan kebidjaksanaan terschut sclalu
harus herpedoman kepada djiwa pasal 33 ajat 3) Undang-undang
dang Dasar 1945.

Sudah semestinialah, hahwa kekajaan Nasional jang besar
tersehut harus dimanfanikan untuk pembangunan perekonomian
negara jang dapat membawa kesedjahteraan sciuruh rakjat In-
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3.&.,.:.: pada ilu, perusahaan periambangan minjak dan gas
bumi harus dilakukan sctjara ckonomis, sehingga merupakan
-1 A g 1a < 1 1 Y 1
sumber pemasiajaan jang penting bagi Pembangunan ekonomi

Neserara,

,,...,;....r,.‘.:_.ﬁ dengan pentingnja bahan galian minjak dan gas
DU, s ham kesedjahicraan rakjal maupun untuk pertahan-
anddan keamanan Nasional, maka dalam Undane-indane No. 44
Prn_tghun JOR0 tolan ditentukan bahwa pengusahaan minjak
rnan gas oumi hanza dapat disclenggarakan olch negara dan pe-

nksanaan pengusahaannja hanja dapat dilakukan olch Perusa-
asn Nezara,

Akl _.n.mﬂ..w,w..mw.f.m.ﬂ._.zanmﬁ Minjak dan Gas Bumi Na-
H_,....3_.~.u...f..m-..,“:_:..:. / .....,”.._f., _3 jang didirikan dengan Peraturan
LT E ._ .,_S_J:.,“ : .,.,_.:_.H.u...mm. mbo“ﬂngL'.u._.,.\?qﬂuﬂp tahun 1968
b, sampar bnsasaat berlakunja Undang-undang inj ada-
=ahaan Negara jang telah ditugaskan un-
el 2 melaksanakan semua kegiatan pengusaha-
£ dan gas bumi ¢l Indonesia, jang pada waklu ini telah
: z ,__r“_: m.._ur‘ mentiapai snatu tingkat kesatuan nsaha
Ang e apett Bernngai-harai tjabang pengusahaan minjak dan
Lo momt tsaata Integrated State Oil Company) di Indoncsia.

VOTE

/ .z_ﬂ.v_,'r.._:_,.n: pengalaman serta Lasil-hasil jang telah di-
m.:._?,__ rich 1..2. 133H>3~2> hingega saal ini, seria puia un-
:_M::; n rq_ni.ﬂp;: 3m.,.,...a3_u=:nn: usaha selandjutnja
OAREERATG prrusakaan pertamhangan minjak dan gas bumi ne-
>.ﬁ,:w._,:_mj,__ :M_w.ﬁ_d__.ﬂ.._\.w_ﬂ %.“w”wﬁ: mengadakan xompelisi setjara

mna Al sehinzza dapat memberikan manfaat jangz sobe-

aesarnja bagi rakjal dan negara, maka perlu %.n:_d_.c:g da-
~rrdigar dan landasan kerdja jang memadai, jane tidak tjukup
diatur dengan perundang-undangan jang ﬁo_m:.mmw. _

.mq.ﬂ__u_.””_.““hnyﬂd corlimbangan-periimbanean tersehut diantlas itu-
Aid T Ka dengan Urdang-undang ini didirikan Perusahaan Dor-
Amsancan Minjak dan (ias Bumi Negara, disingkat Undane-
undarg MOURTAMINA, jang diharapkan akan dapat mermpakan
sarani (Riicim) uniuk meningkatkan dan lebih mendjamin suk-
sesn ja pengusa innn minjak dien ~s5s bumi, jang selama ini di-
isatawan oleh iWN. PERTAMINA.

coemping jtn daiam Undang-undan,; PERTAMINA ini diatur
aici s dan ferperintii Ljara-jara pengurusan rermsahaan
mengens) miniak dan gas bumi jane strateeis itu serta.

St

st
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perusahaan, schingga dapat diharapkan akan lebih terdjamin
kelantjaran peclaksanaan usaha, sedangkan pemberian bimbing-
an dan pengawasan akan dapat dilaksanakan pula olch Peme-
rintah dengan lebih teratur dan terarah.

II. PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasa! 1.

Ajat (1).

Dalam pasal 16 Undang-undang No. 44 Prp. tahun 1960 di-
tegaskan bahwa tata-usaha dan pengawasan pekerdjaan-peker-
djaan pertambangan dan pelaksanaan pengusahaan minjak dan
gas humi dilakukan oleh Departemen/Instansi Pemerintah jang
lapangan tugasnja melipuli ‘urusan pertambangan minjak dan
gas bumi.

Olch karvena itu dengan t'dak mengurangi tugas dan wewe-
nang Menteri-menteri dalam bidangnja masing-masing, maka
pengusahaan minjak dan gas bumi di Indonesia diatur, dibina
dan diawasi olch Menteri terschut diatas. Pengaturan, pembina-
an dan pengawasan pertambangan minjak dan gag bumi terse-
but dilaknkan dalam rangka kewenangan Menteri terscbut di-

atag dalam bidang hukum pnblik.

Ajat  (2) Tjukup djelas.

Ajat  (3).

Bahwa pelaksanaan pengusahaan minjak duan gas bumi itu
merupakan proses jang terus mencrus dan memerlukan peralat-
an jang chusus dan menghadapi kemungkinan bahaja jang
mempunjai frequency jang begitu hesar maka perlu diadakan
penjelengraraan kesclamatan kerdja jang lebih effisien dan cf-
foktif. Oich karena pada Departemen Pertambangan tersedia
personil peraiatan jang chusus untuk menjelenggarakan kese-
lamatan kerdja tersebut maka perlu wewenang untuk menje-
lenggarakan keselamatan kerdja dibidang pelaksanaan pengusa-
haan minjak dan eas bumi jang dimaksud dalam Undang-
undang No. 1 tahun 1970 tentane keselumatan kerdja dilimpah-

kan kepada Departemen Fertambangan.

Pasal 2.
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Pasal 3.
Tjukup djclas.

DTasal 4.
Tjukup djeias.

Pasal 3.
ot muran radgat dan Negara dapat ditjapai dergan me-
“onnsan prmbangunan pareiionomian Negara; dengan demi-
i aklbivitas perisahaan akan seialu memperhatikan dan bah-
o berpedoman iepada pembangunan perckonomian tersehut.

-3

Pasal 6.

nan 3

Y.
by

Adai. mr:

et in eergifal chusus, Perusahaan mesierinican runns
i danz medinul usaha-usaha lain jang bereang-
setinga usahania dapat berdjalan seefflisien
Tinngkin dan dapai o terdjamin kelantjaran masing-masing bi-
dnang usahanja. =
Perlusean usaha selain harus didasarkan kepada perhitung-

Sehrea pelaicsona pengnsahaan miniak dan gas bumi dang

Vialavnua demikian tidair dapat dianggap wadjac andaikata
POrisSL L niengzaaakan porluasan usaha daiam bidang jang
i ungnn langsurne dengan wsaha poioknia. Semua

L simna eebarusaia pertama-tama dipergunakan untuk
nopriaic melenlah usana pokok int terinksana dan menurul
ritromsis. memierikan alan menjebabkan keun-

T gang el oosar dalam ussha Derusahann bamilah per-
Trocapah dilzksanakan dengan seidjin Prosiden.

mmja Presiden hania aitan menjetudjiuinja setelah
ivenn Knmisarig Pemerintah mengidiinkan Perusahaan untuk
mermadakan usaha harm lersebut.

Pasal 7.

5 No. 2971

seluruh kekajaan P.N. PERTAMINA jang ada semendjak didiri-
kan hingga saat pembubarannja dan jang telah dinjatakan da-
lam Neratja Penutupan dan Neratja Pembukaan.

Ajat  (2) Tjukup djclas.
Ajat  (3).

Scbagai badan hukum berdasarkan Undang-undang ini, maka
Perusahaan mempunjai modal jang merupalkan kckajaan negara
jang dipisahkan, sedangkan modal tersebut tidak terbagi atas
rahiam-saham,

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas kedudukan
modal Perusahaan, sehingga tidalk memungkinkan adania Parti-
sipasi modal dari luar dalam Perusahaan (partisipasi pasi).
Penjertaan modal dari Perusahaan untuk perluasan usaha (par-
tisipasi aktif) dilaksanakan scsuai dengan ketentuan dalam

Pasal 6 ajat (2) Undang-undang ini.
Pasal 8.
Ajat (1) Tjukup djelas.
Ajat  (2).

Tjadangan wdjuan dimaksnidkan untuk digunakan sebagai
pembiajaan tudjuan-tudjuan tertentu, scperti pembaharuan,
perluasan dan scbagainja.

Tiap-tiap tjadangan tudiuan terscbut harus didjelaskan dalam
pembukuan untuk tudjuan-tudjuan apa.

Ajat (3) Tjukup djelns.
Ajat  (4) Tjukup djelas.

Pasal 9.

Pengurusan dan penggunaan dana-dana danm pada penjusut-
an dan tjadangan-tjadangan perlu diatur lebih landjut, terutama
nniiik mentjegah penggunaan dana-dana tersebut untuk tudju-
an-tndjuan jang menjmpang dari pada semula. Demikian puia
dapat ‘atur untuk memanfaatkan dana-dana tersebut selama
tidak dipakai.

™ b A R Tl I (FTen M e e T . . NE ]
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ra, :naka sewadjars’slah bahwa pengurusan dara termaksud
diatur oleh Peratirnn Pemerintah. Lain halnja dengan p2ng-
u~isan dana penjusuian dan tjadangan tudjuan jang dapat di-
alur oich Dewan Komisaris Pemerintal, )

Pasal 10.

Pangoaiaran ebligasi oinh Perusahaan memerivkan pemikiran
= toliti apakah reatabiiitas dari investasi jang dilakukan de-
rzan hasil pendiualan olifzasi jukup tinggi schingza dapat
menulup bunga obligaz: janyg harus dibajar setiap tabunnja.
Demikian diuga apaksh akan tersedia dana pada waktu di-
hutukkan untui priznasan.
warens itu keputusan untuk mengeluarkan obiigasi harus di-

Iak=iian wengan Peraturan Pemerintah,

Pagall 13,

Dienzan pasal ini tidaic berarti bahwa semua wilajah hukum
prrtambangan telah diberiikan kepada perusahaan.

Pasal 12.

ialam mengadal cq kerdja sama ini harus diusahakan sja-
~a -zfaral jang paimz menguntungican bagi Negara.

A
Dengan sendir

‘a Pemerintah hanja akan menjetudjui ker-
diasama ini scleiain Dewan Komisaris Pemervintah mengidjin-
kan I'eruzabaan mengadaxan kerdja sama.

Setian Wontrak Produ~tion Sharing jang telah disetudjui olch
Presiden diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rudcjat.

Pasal 13.

ﬂ..u.”m....n..u._x_.;....:._u._n..._u ...":..m.._.um ,F.:T:.F q_.hn..:.aunamm..z.ﬂ._ Lu: ao.nmuﬂu.h:
kebutunas bahan bakar minjak dan gas i aimi kebutuhan dajam
negeri, teratama minink {apah scbagai salah satu bahan peicoi,
’~-i1sahaan mentant: kctentuau-ketentuan dan petundjuic jang

a2 werikan oleh Pemcrintah.

Paszal 14.
At )

rnean net operaline income disini iaiah ha-

: Tano dimaksyd
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Untuk ini dipergunakan tjara-tjara perhitungan seperti jang
dimuat dalam Undang-undang No. 14 tahun 1963.

b. Pembagian dari hasil Production Sharing adalah scbagai
berikut:

Misalkan suatu Production Sharing operation
menghasilkan: 100 X

Biaja jang dikcluarkan cich kontraktor: 40 X (masimum)

Net operating income 60 X
iang harus disetor ke Kas Negara: 607 dari 60 X = 36 X.
Djika biaja jang dikeluarkan kontraktor Icbih ketjil, malka
pembagiannja akan mendjadi sebagai berikut:

M'saikan suatu Production Sharing operation

menghasiiioan . 100 -X
Diaja jang diiceluarkan kontrakior ;20 X
80 x

Jang harus disntor ke Kas Negara: 6076 dari 80 X =43 X.
Darni pembagian inj terlihat bahwa makin baik sjarat-gjarat
konirak untuk fihak Indonesia makin besar bagian untuik
Perusahaan.

Sewadiarnialah Pernsahaan mendapatkan fee jang lebih he-
sar dari usahanja jaag lebiin baik.

Dengan pembagian ini Perusahaan harus dapat mepuinp

biaja-biaja peinksanaan Production Sharing jang dikeluarkan
sendiri.

c. Tjukup djelas.

d. Jang dimaksvd bonus Perusahaan adalah bonus produisi
jang harus dibajar oich koniraktor kepada PERTAMINA
dalam rangka konlrak-kontrak Production Sharing dan mu-
iai beriaku pada saat beriakunja Undang-undang ini.

Ajat (2) Tjukupdjelas.
Ajat (3) Tjukup djias.
Pasal 193.

Chusus mengenai Iuran Pembangunan Dacrah (TPIEDA), olch
Beemarnantrhrak PG LIRS i1/ DCNIUADAL Moenter: Fertambanean ce-
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penzangiiatan anogota Direksi selain davi
T i Undang-unyang ini (paml 227 skan
ngan dcclen o can-Keleniuan/persiaratan ian jang
ioseperti  wmempur s ketiakapan/keachlian jang
sawia kemada Tulian Jang Maha Esa, setia ko-
Sta e TTrdangamdans Dasar 3045, mempinial
ik, b oaa, di it, adil seria G terlibat
s manpnn saok langsung dalam gerakan G.30.8./
Aiau organisasi-organisasi teriava g lainnga.
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maia apahila antara angse!a-ang-
L Ausungan kReluarga, maka sainh
a1 boich mciandjutian djabatan iami,

hoataz periimbangan enjelid
=alais.

Uniux pem:

BORUAL €T Kepeoin

‘ingnia, schingga harisiah dibatas:

Lavcingean ind dimalesudioan untluk menghindarian adania per-
ientangan xepealingan dan terdjaminnja obicicivitas dir iKe-
rutaaan Direi

Pasal 23

2

Taeapd

Pasal 24.
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Pagal 25.

Tjuicnp djelas.
Pasal 26.
Ajat  (1).

Uniiik menjelenggarakan pekerdjaan Pengurusan Perusaha-
an diengan baile diperlukan adanja anggaran Perusahoan.

Dari Anggaran Perusahaan terschut harus djelas digambar-
ikan kegiatan Perusahaan sendiri, hasil dari kegintan anaic-anak
Perusabaan daa penjertaan-penjeriaan lainnja, rentjana inves-
tasi dan hal-hal Iain jang berhubungan dengan itu.

Disamping it harus puin didjelaskan sumber-sumber jang
dinararkan untuk membinini kegiatan-kegintan terschut diatas
Kegiatan dalam rangka Production Sharing dindjukan dalam

ancearan Lersendivi.

Dalam pengolahan Anggaran Perusahaan oleh Dewan Komisa-
ris Pemerintih, semua aparaiar Departemen Pertambangan ha-
s dipergunakan seefTectif-effectilnga.

Ajat  (2).
Persetudinan Dewan Komisaris Pemerintah terhadap Ang-
caran tersebut diatas Lidak mengurangi kewad jiban Direksi un-

=

tulc memennhi ketentuan i*asal 27 Undang-undang ini.

Ajat  (3) Tjukup diclas.
Ajat (4)  Tjukup i,
Ajat. (3)  Tjukup djeias.
Pasal 27.
Tiukup djelas.

Pasal 28.

Sesuai denean sifat-sifat chusus Perusahaan dimana antara
inm karena banjaknja transaksi jang harus aiiakukan denecan
fihak asing. maka untuk welantaran usahanja, DPerusahaan
menggunaikan bank milik Negaea dies apabiia -aiperiuikan dapat
dijuga menggunakan banik-banic iain dengan persrtudijusn Dewan
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PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
" (PERTAMINA )

SURAT PERJANJIAN KEAGENAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS / ELP1JI

NOMOR : 30/F5000/LPG/2001.

Pada hari ini, Rabu tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu satu, kami yang
bertanda tangan dibawah inj :

. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA)
Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 8 tahun 1971, berkedudukan di Jakarta JI. Medan Merdeka Timur No. 1A,
dalam hal ini diwakili olch SUMARSONO selaku Pimpinan Unit Pembekalan dan
Pemasaran Dalam Negeri V berkedudukan di Surabaya Jl. Jagir 88 berdasarkan
surat keputusan Direktur,Utama PERTAMINA No. Kpts P-489/10210/99-S8 tanggal
02-09-1999 dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut
diatas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA

II.  PT. OBOR BESUKI PERDANA yang berkedudukan di Jember, Jalan Sultan
Agung No. 71, yang didirikan berdasarkan Akte Notaris / Undang - Undang nomor
12 tahun 1967 & nomor 27 Tahun 1984 dalam hal ini diwakili oleh Saudara
SOEHOED EFFENDY sclaku Direktur dengan demikian bertindak untuk dan atas
nama perusahaan tersebut, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK
KEDUA.
i Berdasarkan penelitian dan penilaian PIHAK PERTAMA , PIHAK KEDUA
i mempunyai bonafiditas yang memenuhi persyaratan PIHAK PERTAMA serta
kemampuan keahlian dalam bidang pengelolaan Elpiji seperti :

¢ Pengetahuan tentang Elpiji dan tata cara keselamatan kerja.
+ Pengetahuan tentang peralatan-peralatan Elpiji.

¢ Pengetahuan tentang cara-cara pemasangan alat-alat yang menggunakan Elpiji.
maka kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian penyaluran /

keagenan Elpiji, dengan Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN

I. PIHAK PERTAMA menunujuk pihak PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menerima penunjukan ini untuk menjadi agen penyaluran / pemasaran Elpiji yang

dihasilkan dan / atau diperdagangkan oleh PIHAK PERTAMA untuk lokasi / daerah
Jember dan sekitarnya.

005/81
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PERUSAHEAN-PERTAMBANGAN MINGAR IBAR SRETHIURE NEGARA
(PERTAMINA )

2. Bila dengan cara musyawarah tersebut belum dapat diatasi, maka perselisihan tersebut
akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Surabaya.

Pasal 12

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum atau belum cukup diatur atau perubahan maupun tambahan
atas perjanjian ini, bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam bentuk

Amandemen dari perjanjian ini.
Pasal 13
. DOMISILI

Untuk pelaksanaan Surat Perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih
tempat kediaman yang umum dan tidak berubah ( domisili ) pada Kantor Panitera

Pengadilan Negeri di Surabaya.
. Pasal 14
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 ( dua ) yang mempunyai kekuatan hukum yang

sama, ditanda tangani diatas meterai ‘secukupnya, masing-masing untuk PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA. '

PIHAK PERTAMA,

PIAPINAL LINIT
PPON V SURAKZ '/b'

MWk, UPT Perpustakas
| UKIVCRSITAS JEMRE
R i

MU
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